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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur tentang bagaimana
Pelaksanaan Pengawasan Satuan Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi
Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) dan juga untuk mengetahui
apa sgja faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan
trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru. Indikator yang digunakan meliputi
Menetapkan Standar, Melakukan Penilaian, dan juga Melakukan Tindak
Perbaikan. Metode penelitian yang digunakana dalam penelitian ini adalah metode
penelitian Kuantitatif dengan analisa Deskriptif dengan tujuan untuk menguji
hipotesis yang telah ditetapkan. Terdapat dua orang key informan dan dua
kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu 1 Kepala Bidang Teknik
Sarana dan Prasarana Jalan, 1 Kepala Seksi Bidang Operas dan Ketertiban Jalan,
370 orang populasi anggota Satpol PP Kota Pekanbaru yang diambil 25 orang
sebagal sampel dan 100 orang populasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diambil
50 orang sebagai sampel. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data
melalui wawancara, kuisioner, observasi langsung di lapangan dan dokumentasi.
Adapun hasil dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan indikator variabel
menetapkan standar, melakukan penilaian dan melakukan tindak perbaikan,
berada dalam kategori cukup terlaksana.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja
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Implementation Of Supervision Of The Civil Service Police Unit (SATPOL
PP) in Regional Regulation Number 2 of 2009 Concering Road Traffic and
Transportation (Case Studies of Sidewalkson H.R Subrantas Street,
Pekanbaru City)

Annalva KesiaSirait

Abstract

This study aims to find out and measure about how the Implementation of Civil
Service Unit Supervision (SATPOL PP) in Regional Regulation No. 2 of 2009
concerning Road Traffic and Transport (Case Siudy of Sdewalk of HR Subrantas
Street, Pekanbaru City) and also to find out what are the inhibiting factors that
can influence the implementation of sidewalk supervison HR Subrantas Street,
Pekanbaru City. The indicators used include Setting Standards, Conducting
Assessments, and also Conducting Corrective Actions. The method research that
use in this research is quantitative research method with descriptive analysis in
order to test the hypothesis that has been set. There are two key informants and
two population groups and samples in this study, namely 1 Head Sector of Road
Engineering and Road Infrastructure, 1 Head of Road Operations and Order
Section, 370 people Satpol PP Pekanbaru City population members taken 25
people as samples and 100 people the population of street vendors (PKL) taken
50 people as a sample. In this study, researchers collected data through
interviews, questionnaires, direct observation in the field and documentation. The
results of the study conducted by researchers with variable indicators setting
standards , carry out assessment and take corrective actions, are in the category
quite done.

Key word : Implementation, supervision and Civil Service Police Unit
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang tergolong penduduknya
banyak dan wilayah kekuasaannya luas. Sebagal negara yang menyandang status
negara berkembang, Indonesia punya tekad untuk mensgahterakan seluruh
rakyatnya dari Sabang sampal Merauke, dari pusat hingga pelosok tanah air, dan
dari wilayah perkotaan hingga wilayah perdesaan.

Siagian (dalam Wirman Syafri 2012:9) mendefinisikan administrasi sebagai
keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas
rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Suatu organisasi yang berjalan dengan baik dan lancar dalam mencapai tujuan
harus didukung dengan berbagai macam potensi serta pengelolaan sumberdaya-
sumberdaya organisasi secarateratur dan benar.

Organisasi Menurut Moneey (dalam Zulkifli 2015:99) adalah bentuk setiap
perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Artinya organisas
merupakan sebuah wadah bagi orang-orang didalamnya untuk mencapai tujuan
dengan segala sesuatu sumberdayanya yang bersifat terbatas, untuk itu sangat
diperlukan kegitan managerial untuk mengatur sumberdaya-sumberdaya yang
terbatas tersebut dan bagai mana tujuan-tujuan organisasi tersebut bisatercapai.

Mangjemen menurut Siagian (dalam Hendry Andry 2015:12) adaah
kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka

pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.



Daam hal ini, jika tujuan yang ingin dicapai memperoleh hasil yang
diharapkan, maka dibutuhkan amunisi atau sumber daya manusia yang memiliki
kinerja yang baik dan maksimal. Sehingga usaha-usaha yang dilakukan tidak
mengkhianati hasil serta dapat dikatakan efektif dan efisien. Kinerja yang baik
biasanya dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dibidang tersebut
(spesialisasi).

Dalam pelaksanaan administrasi, organisasi merupakan suatu wadah dimana
administrasi dijalankan sesual tugas dan fungsinya. Pada hakikainya, negara
merupakan sebagai organisasi yang didalamnya tidak terlepas dari tujuan-tujuan
yang ingin dicapai. Pencapaian tersebut tentunya harus jalan beriringan antara
kepala dan ekor, artinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja
samadalam satu misi, gunatercapai tujuan yang diinginkan.

Tujuan dibaginya wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah besar dan
kecil sebagaimana yang terdapat dalam pasa 18 UUD 1945 adalah untuk
mengefektifkan jalannya roda pemerintahan. Guna menindak lanjuti maksud
tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan sgjumlah peraturan untuk menata
wilayah dan pemerintahan. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah tentang
peraturan wilayah pemerintahan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melalui pada pasa 1 ayat 1
dikatakan “Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik



Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan darerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Dibentuknya pemerintahan daerah sendiri bertujuan untuk mempercepat
terwujudnya kesgahteraan masyarakat melalui  peningkatan, pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan
dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara K esatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah pada umumnya dapat diartikan sebagal instrumen aturan
yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom.
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah
(gubernur atau bupati/walikota). Peraturan Daerah terdiri atas. Peraturan Daerah
Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/K ota.

Pengertian peraturan daerah provinsi dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Selanjutnya
pengertian peraturan daerah kabupaten/kota dalam pasal 1 ayat (8) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama
Bupati/Walikota.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
adalah pelaksanaan fungsi-fungs pemerintahan daerah yang dilakukan oleh
lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu.
Konteks yang sama juga dapat ditemui pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahaan Daerah yang merumuskan bahwa Otonomi Daerah
adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama diadakannya otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan mutu
pelayanan umum terhadap masyarakat sehingga kesgahteraan semakin
meningkat, mengurangi kesenjangan pembangunan yang ada di setiap daerah
sehingga meningkatkan daya saing secara sehat antara satu daerah dengan daerah

yang lain.



Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau
Sumatera. Provinsi Riau terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera,
yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka. Riau memiliki iklim tropis basah dengan
rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter pertahun. Ibu kota dan
kota terbesar Riau adalah Pekanbaru. Kota besar lainnya antara lain Dumai, Selat
panjang, Bagan siapi-api, Bengkalis, Bangkinang, Tembilahan, dan Rengat.

Kota Pekanbaru adalah kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota
dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisas yang tinggi. Kota Pekanbaru
merupakan kota metropolitan dengan jumlah penduduk 1.420.000 jiwa dengan
mata pencarian pada umumnya bekerja pada instansi pemerintahan, perusahaan
swasta, dan wiraswasta. Penduduk di Kota Pekanbaru sibuk bekerja dan tidak bisa
meluangkan waktunya pada pagi hari sampa malam hari. Keadaan ini membuat
penduduk di kota metropolitan seperti kota Pekanbaru membutuhkan tempat
hiburan untuk mencari tempat santai dan rileks karena merasa penat dan lel ah.

Dengan tingginya jumlah penduduk yang ada di Pekanbaru, maka perlu
adanya fasilitas yang mendukung untuk kegiatan masyarakat Kota Pekanbaru
salah satunya jembatan penyeberangan orang. Jembatan penyeberangan orang
sebagal alat penyeberangan merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam jalur
lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru di sebutkan Dinas Perhubungan Kota

Pekanbaru dan Satuan Polis Pamong Prgja mempunyai tugas dan berwenang



mengakkan peraturan daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota
Pekanbaru bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan dan
perbaikan fasilitas pendukung jalur pedestrian serta menertibkan kendaraan yang
parkir liar di atas pedestrian.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru bertugas dalam
menertibkan dan mengawasi pedagang kaki lima yang berjualan di atas
pedestrian. Dalam menyelengarakan tugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru di sebutkan juga bahwa tugas pokok dan
fungs Dinas Perhubungan.

Trotoar atau sering disebut sebagai pendestrian adalah jalur pejalan kaki
yang umumnya sejgjar denga jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan
jalan untuk menjamin keamanan pejaan kaki yang bersangkutan.

Penyediaan fasilitas pgalan kaki di Kota Pekanbaru memang masih sangat
kurang, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Jalan raya di Kota Pekanbaru
cenderung “meminggirkan” hak-hak pegalan kaki. Potret yang lazim dijumpai di
berbagai ruas jalan adalah terampasnya sebagian wilayah pedestrian oleh pihak-
pihak yang kurang bertanggung jawab parkir liar dan pedagang kaki lima. Tidak
jarang pegjaan kaki harus membahayakan diri dengan bejalan kaki di lajur yang di

lalui kendaraan. Oleh karena itu, tingkat kerawanan kecelakaan yang



kemungkinan terjadi pada pealan kaki semakin bertambah besar. Dalam hal ini,
adapun instansi yang mengatur adalah Dinas Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru disebutkan Dinas Pekerjaan Umum
mengawas saluran air, Dinas Pertamanan mengurus pepohonan, PLN,PAM, dan
Telkom mengawasi kabel listrik, sauran air dan telepon kemudian Dinas
Perhubungan kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas
dan berwenang menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban
umum dan pengawasan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

seperti yang dijelaskan dibawah ini :

Dinas Perhubungan (DI SHUB) K ota Pekanbar u.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bertugas dalam melakukan pengawasan
terhadap pemeliharaan dan perbaikan fasilitas pendukung jalur pedestrian serta
menertibkan kendaraan yang parkir liar di atas pedestrian.

Dinas Perhubungan juga sebaga implementasi dari kewenangan tersebut,
pel aksanaan kewenangan di bidang perhubungan udara, dan pos telkomunikasi, di
bentuk organisasi Dinas Perhubungan guna menata kembali tugas pokok dan
fungs DLLAJ yang di sesuailkan dengan kewenangan, beban tugas dan

perkembangan saat ini.

Visi Misi Dinas Perhubungan ( Dishub) Kota Pekanbaru.

1. Vis



Adapun Vis Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu: Terwujudnya tingkat
kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Tranportasi, Pos dan Telekomunikasi
yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.

2. Mis

Kemudian adapun yang menjadi Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
yaitu:

a. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas

dan proprsional.

b. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan, aksesibilitas dan tingkat

kualitas pelayanan perhubungan.

c. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana

sistim jaringan transfortasi.

d. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional

perhubungan.

Tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
1. Meningkatkan kelancaran, keamanan dan keselamatan pelayanan jasa
perhubungan untuk menunjang pengembangan dan pertumbuhan
perekonomian masyarakat.
2.  Meningkatkan kemampuan pelayanan di bidang perhubungan.
3. Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum.

4. Meningkatkan disiplin kerja dan profesionalisme aparatur pemerintah.



Sasaran

1

Meningkatnya perlengkapan fasilitas jalan dan fasilitas pengujian,
meningkatnya sarana transportasi darat dan angkutan danau dan
keselamatan penyeberangan dengan indikator sasaran peningkatan
perlengkapan fasilitas.

Meningkatnya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat
pengguna jasa perhubungan.

M eningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum, dibidang perhubungan
dengan indicator sasaran pemberian sanksi hukum.

Meningkatnya disiplin kerja dan kinerja aparatur pemerintah yang
didukung sarana dan prasarana yang memadai dengan indikator sasaran
peningkatan disiplin kerja dan kinerja pegawai.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang

perhubungan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan

wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil

Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru menyebutkan pada BAB XV bagian kesatu

fasilitas

pegjaan kaki pasal 130 ayat 1 setiap pgaan kaki harus berjalan di atas

trotoar apabila padajalan tersebut di lengkapi dengan trotoar.
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Ayat 2 di larang mengunakan trotoar diluar fungsinya sehingga dapat
menganggu ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan pejalan kaki dan/
atau pemakai jalan lainnya.

Pada pasa 131 ayat 1 Fasilitas pejalan kaki terdiri dari : a. trotoar; b. tempat
penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu lalu lintas; c.
jembatan penyeberangan; d. terowongan penyeberangan.

Avyat 3 Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi
persyaratan: a. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pegjalan kaki yang
melalui atau menggunakan trotoar tersebut, minimal 2 meter; b. memiliki ruang

bebas diatasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang
perhubungan serta dapat ditugaskan untuk meleksanakan penyelenggaraan
wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepda Gubernur selaku wakil
Pemerintah dalam rangka dekosentrasi. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
mempunyai beberapa satuan kerja yang tercantum dalam susunan organisas

Dinas Perhubungan K ota Pekanbaru, yaitu:

1. KepalaDinas
Kepaa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunya tugas

penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisali, dekosentrasi dan tugas
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pembantuan dibidang perhubungan, serta melaksanakan tugas-tugas

lainnya yang diberikan Gubernur.

Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada

Gubernur. Adapun tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu:

1. Menyusun rencana kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informasi sesual ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berl aku.

2. Mengkoordinasi Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepaa UPT agar
terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung

3. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar
sesual rencana sesual ketentuan dan peraturan Perundang-undangan
yang berlaku

4. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya

5. Mengevaluass dan menila hasil kerja sesuai rencana yang telah
ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir

6. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis bidang pehubungan,
komunikasi dan informasi sesual ketentuan yang berlaku

7. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, dan,

8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

2. Sekretaris
Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Dinas, adapun tugas sekretaris yaitu:
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Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian,
umum, perlengakapan, keuangan dan penyusunan program dinas;

. Menyusun rencana kerja dan membuat |aporan tahunan;
Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program Kkerja
tahunan di lingkungan dinas;

. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau
tidak berada di tempat;

M engkoordinasi kan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian;
Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan
pedoman dan petunjuk administras keuangan, kepegawaian, tata
persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan
dinas,

. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pel ayanan dan pengaturan rapat
dinas, upacara serta keprotokolan;

. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan tahunan dan
evaluas setigp bidang sebagal pertanggungjawaban dinas,
Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban
dan keamanan, kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta
perlengkapan gedung kantor;

Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara
lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-

masing;
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k. Mengevaluas tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan
yang diterima untuk bahan penyempurnaan |ebih lanjut;

|. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan
maupun tertulis;

m. Memfasilitas dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi,
kunjungan kerja, sosiaisasi dan bimbingan teknis;

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesual
dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, masing-masig Sub Bagian
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
tanggungjawab kepaa Sekretaris.

. Bidang Angkutan

Kepaa Bidang Angkutan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas. Bidang Angkutan memiliki tugas sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja
tahunan dibidang angkutan;

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman serta
tatalaksana administrasi bidang angkutan;

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan perizinan di
bidangangkutan;

d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan serta
pengaturan Kinerja bidang angkutan;

e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan |aporan-laporan

bidangangkutan;
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f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya. Masing—-masing Seksi dipimpin oleh
Kepala Seks yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Angkutan.

4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

Kepaa Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas berkedudukan

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas adalah:

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan
petunjuk tata laksana administrass Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Operasional;

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan
pengaturankinerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional.

d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan laporan
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;

e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas
Mangjemen dan Lau Lintas serta Pengawasan dan Pengendalian
Operasiona Angkutan Jalan, Perairan dan Udara;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesual

dengan tugas dan fungsinya. Masing—-masing Seksi dipimpin oleh
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Kepala Seks yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang.

5. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana

Kepala Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang

K eselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana yaitu:

Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program
kerjatahunan Bidang Kesdamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana

Transportasi;

Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tata
laksana administras Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana

Transportasi;

Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang

Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;

Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan

kinerja Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;

Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan |aporan-laporan Bidang

Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi.

Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas K eselamatan dan
Teknik Sarana Lalu lintas Jalan, Prasarana dan fasilitas Lalu lintas dam

Angkutan Jalan, Prasarana dan Keselamatan Lalu lintas Perairan dan Udara;
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7. Meaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengantugas dan fungsinya. Masing—-masing Seksi dipimpin oleh Kepaa

Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada K epala Bidang.

6. Bidang Kominfo

Kepala Bidang Kominfo berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada K epala Dinas. Adapun tugas Bidang Kominfo yaitu:

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program
kerjatahunan  Bidang Kesdlamatan, Teknik Sarana, dan
Prasaranal ransportasi;

2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan
petunjuk tata laksana administras Bidang Keselamatan, Teknik
Sarana, dan Prasarana Transportas;

3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di
Bidang Kesdlamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;

4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan
pengaturan kinerja Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana
Transportasi;

5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan |aporan-laporan
Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi.

6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas

Kesdlamatan dan Teknik Sarana Lalulintas Jalan, Prasarana dan
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fasilitas Lalu lintas Jalan, Teknik Sarana, Prasarana dan Keselamatan
Lalu lintas Perairan dan Udara;

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya. Masing—-masing Seksi dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang.

Diketahui pada tanggal 14/11/2017 pihak Satpol PP Kota Pekanbaru saat ini
fokus menertibkan PKL (Pedagang Kaki Lima) trotoar, kegiatan ini sudah
dilakukan di beberapa titik di Kota Pekanbaru. Penertiban dilakukan kepada
puluhan PKL yang berjualan di trotoar Jalan Subrantas Pekanbaru. Mayoritas
PKL menggunakan meja dan tenda kecil, meski ada juga mendirikan tenda sedikit
lebih besar untuk lapak berdagang.

Diketahui di halloriau.com Bapak Zulfahmi Adrian selaku Kepala Badan
Satpol PP Kota Pekanbaru mengatakan “Setelah kegiatan ini kita akan terus
mel akukan pengawasan’” intinya berdagang di trotoar sudah melanggar perda.

Pemerintahan Kota Pekanbaru juga mewacanakan untuk menerapkan tindak
pidana ringan (Tipiring) bagi para PKL atau masyarakat hingga aparatur yang
kedapatan melanggar peraturan daerah. Setiap pelanggar perda akan langsung di
proses oleh PPNS untuk selanjutnya di terapkan sanksi berupa denda maupun
kurungan yang ditentukan oleh hakim.

Satuan Polisi Pamong Prga (SATPOL PP) yang menertibkan dijalan H.R
Subrantas melakukan tindakan pengamanan kepada pedagang kaki lima (PKL)

yang menempati badan jalan, jalur lambat untuk peaan kaki. Akan tetapi
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sebelum melakukan penertiban terlebih dahulu Satuan Polis Pamong Pragja juga
memberikan peringatan berupa surat kepada pedagang kaki lima yang berkeliaran
di trotoar Jalan H.R Subrantas.

Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
sesuai dengan permohonan dari pemerintah Kecamatan Tampan yang diterima
oleh Satuan Polist Pamong Prgja. Dan dalam surat permohonan tersebut pihak
kecamatan meminta bantuan kepada SATPOL PP untuk menertibkan seluruh PKL

disepanjang Jalan H.R Subrantas.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru.

Satuan Polis Pamong Prgja Provinsi Riau, berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Organisasi
dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau adalah merupakan unsur penunjang tugas
tertentu Pemerintah Provins Riau, yang berkedudukan dibawah Pemerintah

Daerah Provinsi Riau.

Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Satuan Polis Pamong Praja

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP itu adalah perpanjangan
tangan kepala daerah Kota/Kabupaten dan bagian dari pemerintah dalam

penegakan Perda, penyel enggara ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.
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Fungs satuan polisi pamong praja sesual dengan yang di atur dalam peraturan

pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adal ah. :

a

Menyusun program pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan dan
mengawasi  ketertiban umum untuk ketentraman, masyarakat, serta
perlindungan masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepal a daerah.
Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat daerah

Pelaksaan kebijakan perlindungan masyarakat.

Pelaksanaan koordinasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan
kepolisan republik Indonesia dan penyidik pegawal negri sipil atau aparatur

lainya.

Keadaan Organisas Kantor Satpol PP Kota Pekanbar u

Satuan Polisi Pamong Prgja K ota Pekanbaru merupakan salah satu instansi

yang ada di Pemerintahan Kota Pekanbaru sebagal unsur perpanjangan tangan

Walikota dalam menjalankan tugasnya. Satuan Polisi Pamong Prgja mempunya

tugas dalam penegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta

ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Struktur Organisasi SKPD Satuan Polis Pamong Prgja Kota Pekanbaru

diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur
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Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja K ota Pekanbaru.

Adapun keadaan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
yaitu dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Polis Pamong Praja dan dibantu
oleh 4 (empat) Pejabat Eselon IV diantaranya:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Bidang Seksi Operasional dan Ketertiban Masyarakat
3. Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas
4. Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Adapun rincian tugas dari masing-masing bagian yang ada di Satuan
Polisi Pamong Praja K ota Pekanbaru adalah sebagai berikut
1. Kepala Satuan Polis Pamong Praja:

a. merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban
umum, penegakan Perda dan Peraturan Kepala daerah serta Kebijakan
atau Keputusan Kepala Daerah,

b. melaksanakan  kebijakan pemeliharaan dan  penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum,

c. melaksanakan kebijakan penegakan Perda, Peraturan Kepaa daerah
serta kebijakan atau keputusan Kepala Daerah,

d. pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum serta penegakan Perda dan Peraturan Kepala Dearah
dengan aparat Kepolisisan Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, atau

aparatur lainnya,
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e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas,
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha:

a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan
anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan statistik dan
pel aporan,

b.merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisas dan tata
laksana,

c. merumuskan dan  melaksanakan  pengelolaan  administrasi
kepegawaian, keuangan dan perlengkapan,

d. merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga,
surat menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas.

e. Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran
keuangan lainnya serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan.

f. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala
Satuan.

0. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrass umum,
kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program.

h. Mengkoordinasikan, membina dan meerumuskan program kerja
tahunan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
i. Mewakili Kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau

tidak ada di tempat.
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j. Melaksanakan tugas — tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seks Penyidik Pegawai Negeri Sipil:

a. merumuskan dan melaksanakan penyususnan program kerja dan
anggaran serta pengolahan data dalam rangka melakukan penyidikan
pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota,

b. menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penyidikan,

c. merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk
pelaksanaan penyidikan,

d. merumuskan dan melaksanakan penyusunan personil PPNS, pendidikan
dan latihan dalam rangka pengembangan kemampuan PPNS,

e. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan
agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing,

f. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi
PPNS berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan
penyempurnaan |ebih lanjut,

g. memfasilitasi dan asistensi tugas Sekss PPNS dengan cara konsultasi,
kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis,

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

4. Seks Operasional dan Ketertiban Masyar akat
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a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan
anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.

b. Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasiona
ketentraman dan ketertiban umum.

c. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di  bidang
pengendalian operasional .

d. Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instans,
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembagaterkait lainnya.

e. Merumuskan dan melaksanakan pengawalan dan kesamaptaan.

f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara
lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing —
masing.

g. Meaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi
Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk
bahan penyempurnaan |ebih lanjut.

h. Memfasilitas dan asistensi tugas Seksi Operasiona dengan cara
konsultasi, kunjungan kerja, sosiaisasi dan bimbingan teknis.

i. Melaksanakan tugas —tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

5. Seks Pembinaan Pengembangan K apasitas:
a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan kebutuhan

personil Poliss Pamong Prga, pendidikan dan latihan dalam rangka
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Pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan
peraatan kerja.

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk
pel aksanaan pembinaan pengembangan kapasitas.

c. Memfasilitas dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan di bidang
ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan
Keputusan Walikota.

d. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan
agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing — masing.

e. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seks
Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk
bahan penyempurnaan |ebih lanjut.

f. Memfasilitasi dan asistenss tugas Seksi Operasional dengan cara
konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.

0. Melaksanakan tugas —tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesual
dengan tugas dan fungsinya.

Satuan polisi pamong praja di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga
memiliki kewenangan yang di berikan oleh undang-undang kewenangan itu
adalah.

a. Melakukan tindakan penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur/badan

hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah atau peraturan

kepala daerah.
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b. Menindak warga masyarakat, aparatur/badan hukum, yang menganggu
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

c. Fadlitas jalan dan pemberayaan kapasitas penyelengaraan perlindungan
masyarakat.

d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat
aparatur/badan hukum, yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan
daerah atau peraturan kepala daerah.

e. Melakukan tindakan adminitratif terhdap warga masyarakat, aparatur/badan
hukum yang mel akukan pelanggaraan perda atau peraturan kepala daerah.

Daam ha ini sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan fasilitas

pegalan kaki seperti trotoar, karna manfaat dari trotoar itu sendiri untuk
Penyediaan fasilitas pgjalan kaki di kota Pekanbaru. Jalur trotoar merupakan
lintasan di peruntukkan untuk pejalan kaki. Jalur ini umumnyaterdapat di wilayah
perkotaan yang intensitas pergerakan masyarakatnya tinggi. Di Indonesia
pendestrian lebih dikenal sebagai trotoar yang tidak hanya untuk pejalan kaki, tapi
juga untuk sarana rekreas yang menyehatkan. Oleh karena itu umumnya
pendestrian dilengkapi pula dengan fasilitas-fasilitas yang memberi kemudahan
dan kenyamanan untuk pejalan kaki contohnya pendestrian yang ada dipusat kota
Pekanbaru dilengkapi dengan lampu penerang, tempat sampah, tanaman hias,
pohon pelindung, halte, rambu-rambu, dan kursi disepanjang pendestrian tersebut.

Fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan sebagian dari sistem transportasi

nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan

keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan
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jalan dalam rangka mendukung pembanguanan ekonomi dan pengembangan
wilayah sesuai dengan visi mis kota pekanbaru saat ini yaitu mewujudkan Kota
Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani maka untuk menuju kota
metropolitan, pemerintah Kota Pekanbaru harus lebih tanggap dengan melakukan
tindakan preventif dan represif untuk mencegah serta melakukan tindakan
terhadap permasalahan yang biasa terjadi dikota metropolitan yaitu salah satunya
adal ah penyal ahgunaan fungsi pendestrian.

Fasilitas pejalan kaki memang masih sangat kurang, baik dari sisi kualitas
maupun kuantitasnya. Jalan raya di kota Pekanbaru cenderung “meminggirkan”
hak-hak pejalan kaki. Potret yang lazim dijumpal di berbagai ruas jalan adalah
terampasnya sebagian wilayah pedestrian oleh pihak-pihak yang kurang
bertanggung jawab parkir liar dan pedagang kaki lima. Tidak jarang pejalan kaki
harus membahayakan diri dengan bgaan kaki di laur yang di lalui kendaraan.
Oleh karena itu, tingkat kerawanan kecelakaan yang kemungkinan terjadi pada
pejalan kaki semakin bertambah besar.

Trotoar sendiri adalah jalur pgaan kaki yang umumnya sgjgjar dengan jalan
dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan
pejalan kaki yang bersangkutan.

Pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru menyebutkan pada BAB XVI bagian kesatu
fasilitas pgaan kaki pasal 130 ayat 1 setiap pejalan kaki harus berjalan di atas

trotoar apabila padajalan tersebut dilengkapi dengan trotoar.
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Ayat 2 dilarang menggunakan trotoar diluar fungsinya sehingga dapat
menganggu ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan pejalan kaki dan/
atau pemakai jalan lainnya.

Ayat 3 setiap pgalan kaki yang akan menyebrang diwajibkan menggunakan
sarana jembatan penyebrangan, zebra cross ataupun pada tempat-tempat yang
ditetapkan sebagali tempat menyeberang yang ditunjukkan dengan fasilitas
perambuan.

Pada pasal 131 ayat 1 Fasilitas pgalan kaki terdiri dari: a. trotoar; b. tempat
penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu lalu lintas; c.
jembatan penyeberangan; d. terowongan penyeberangan.

Ayat 2 Perencanaan, Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Fasilitas,
Pgjalan Kaki dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota
Pekanbaru.

Ayat 3 Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi
persyaratan: a. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang
melalui atau menggunakan trotoar tersebut, minimal 2 meter; b. memiliki ruang
bebas diatasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar.

Harapan lain dengan dibangunnya pendestrian yaitu meningkatkan jumlah
wisatawan yang suka jalan-jalan keliling kota atau tempat keramaiaan sambil
bercengkrama menikmati bangunan sepanjang pendestrian tersebut. Umumnya
pendestrian dekat dengan pusat lokasi perbelanjaan seperti Amora panam , Central
Busana, Ivo, fashion Hijab dan masih banyak lagi tempat perbelanjaan lainnya

yang tertutup oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti Pedagang
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Kaki Lima dan para pengguna kendaraan yang parkir sembarangan di kawasan
Jalan H.R Subrantas Panam. Masyarakat yang juga biasa berjalan-jalan dikawasan
Subrantas panam juga menjadi kurang nyaman dengan dengan adanya pedagang
kaki lima yang berjuaan sembarangan, dikarenakan pedagang kaki lima
menggunakan fasilitas umum yang seharusnya untuk pejalan kaki menjadi tidak
bisa digunakan secara efektif dan sesuai dengan fungsinya yang tertulis dalam
Perda yang ada menjadi kurang terjalankan secara maksimal dilaksanakan oleh

Polisi Pamong Praja( SATPOL PP).

Bukti Kerjasama (Koordinasi)) Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi
Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru

Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Prgja dalam
pengawasaan trotoar (Angkutan Jalan ) dan dalam memfungsikan pendestrian di
Kota Pekanbaru, terutama pada fokus penelitian penulis di Jalan H.R Subrantas
Kota Pekanbaru adalah dengan cara menyelaraskan atau menyeimbangkan
kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak yang lain demi mencapai tujuan
masing-masing dan berakhir dengan tujuan bersama. Syarat sebuah koordinasi
adalah waktu , komunikasi dan informasi.

Pihak Dinas Perhubungan dan Satuan Poliss Pamong Prgja melakukan
kerjasama dengan Satpol PP dalam pengamanan lalu lintas dan angkutan jalan,
dan masing-masing sesuai dengan tugas dan tujuan dari setiap instansi.

Seperti Dinas Perhubungan kota Pekanbaru sebagaimana dikatakan dalam

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang pengawasan fasilitas jalan yaitu
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pendestrian adalah tugas yang diberikan kepada Dinas Perhubungan Kota
Pekanbaru. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Satpol PP
Kota Pekanbaru berdasarkan pedoman pada peraturan yang ada, dalam
menjalankan tugas kerjasama kedua pihak tersebut pihak Dinas Perhubungan dan
Satuan Polisi Pamong Prgja di tuntut untuk mengetahui tugasnya masing-masing
yang sudah ditentukan sebelumnya.

’Dinas perhubungan melakukan sosialisasi terkait lalu lintas dan angkutan jalan
akan tetapi tidak seterusnya melaksanakan pengawasan tersebut dikarenakan
dalam penertiban pedagang kaki lima dan masyarakat yang melanggar dilakukan
pengawasan oleh satuan polisi pamong praja di lokasi penertiban dan kawasan
pendestrian seharusnya memang sudah menjadi tugas dari Satuan Polisi Pamong
Praja (SATPOL PP)”

hal ini juga dikatakan oleh Satuan Polis Pamong Praja Kepala Seksi Operasional
dan Ketertiban masyarakat dan juga Kepala Teknik Sarana dan Prasarana Jalan

(Saat mewawancaral Bapak Rudy Afrianda,SH dan Bapak Azwar,ST).

Ruang Lingkup Satuan Polis Pamong Praja Dalam Melakukan Pengawasan
di Tempat Umum :

Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat terdiri dari pembinaan operasi penertiban umum dan ketentraman
masyarakat yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Pragja adalah :

1. Tertib Tata Ruang

2. Tertib Jalan

3. Tertib Lingkungan

4. Tertib Angkutan Jalan (Trotoar, Lalu Lintas, JPO)

5. Tertib Angkutan Sungai



6. Tertib Jalur Hijau, taman dan tempat umum
7. Tertib sungai, usaha dan usaha tertentu

8. Tertib Bangunan

9. Tertib Sosia

10. Tertib Kesehatan

11. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

12. Tertib Peran Masyarakat
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13. Ketentuan lain yang telat disampaikan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah

dan Peraturan Kepala Daerah Provins Riau.

Hal tersebut semua tertulis dengan jelas dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor

25 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polis

Pamong Praja (SATPOL PP).

Adapun jalur pelestarian berupa trotoar ini dapat dijumpai pada beberapa jalan

kota Pekanbaru diantaranya:

Tabel 1.1: Lokas dan Kondisi Jalur Pedestriann (Trotoar) yang ada di Kota

Pekanbar u.
Kondisi

No Lokas Panjang Lebar

(m) (m)
1 Jalan Sudirman 205 2
2 | Jdan Sam Ratulangi 128 1-15
3 Jalan Kopi dan Jalan Cengkeh 474 1,5-3
4 Jalan H, Agus Salim 384 5,2
5 | Jadan Imam Bonjol 770 15
6 Jalan Teratai 823 1,2-3
7 | Jalan Cempaka 360 2
8 Jalan A. Yani Lanjutan 973 1,5-3
9 H.R Subrantas 500 6
10 | Arifin Ahmad 1.350 5-6
11 | JdanA. Yani 973 1,5-3

Sumber: Data Pendlitian, 2019.
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Berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan Di Kota Pekanbaru, dalam pasal 130 ayat 1 yaitu: “Setiap pejalan kaki harus
berjalan di atas trotoar apabila pada jalan tersebut dilengkapi dengan trotoar”.
Berdasarkan observasi di lapangan, penulis menemukan masih banyak masyarakat
yang tidak mau mengunakan fasilitas trotoar sesuai aturan yang sudah di sediakan
oleh pemerintah, sedangkan hasil observasi lapangan secara langsung masih
banyak trotoar yang digunakan tidak sesuai fungsinya. Sementara manfaat dari
trotoar ialah untuk mempermudah masyarakat berjalan di bahu jalan dan untuk
mengurangi angka kecel akaan.

Selain itu, aktivitas pedagang kaki lima (PKL) dijalan Subrantas juga sangat
menimbulkan sampah-sampah. Bahkan sebagian besar sampah dibuang disaluran
pembuangan air, sehingga terjadi penyumbatan dan mengakibatkan banjir mulai
dari titik simpang setelah Jalan Kualu hingga sampai didepan Giant Panam.

Untuk itu Satuan Poliss Pamong Prga mengadakan tindak penertiban
terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berkeliaran dijalan H.R Subrantas. Dan
sebelum Satuan Polisi Pamong Prgja mengadakan penertiban dilokasi jalan H.R
Subrantas pihak Satpol PP yang turun langsung kelapangan selalu memberikan
peringatan terlebih dahulu berupa surat, dan apabila setelah diberikan surat
penugasan ketertiban trotoar tersebut selama 4 hari sebelum beroperasi, pihak
pedagang kaki lima harus sudah tidak boleh berjualan di badan-badan jalan
trotoar. Dan apabila setelah peringatan masih ada pedagang kaki lima yang masih

berjualan di bahu jalan pihak Satpol PP akan mengadakan tindakan yang lebih
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tegas berupa penggusuran paksa dan mengangkutan barang-barang dari Pedagang
Kaki Limayang masih beraktivitas di trotoar jalan Subrantas.

Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polis Pamong Praja guna untuk
memperlancar aktivitas lalu lintas dan kegunaan trotoar terhadap pejalan kaki.
Upaya penertiban trotoar yang dilakukan oleh Satuan Polis Pamong Praa
melibatkan 30 orang Satpol PP yang ikut menertibkan para Pedagang Kaki Lima
(PKL) yang memggunakan fasilitas umum untuk berjual an.

Pada pasal 130 ayat 2 Ayat 2 yaitu: Dilarang mengunakan trotoar diluar
fungsinya sehingga dapat mengganggu ketertiban, kelancaran, keamanan dan
keselamatan pegjalan kaki dan atau pemakai jalan lainnya.

Berdasarkan observasi di lapangan, peneliti menemukan beberapa fenomena
dan hal yang menyebabkan trotoar di gunakan di luar fungsinya yaiu:

a. Penggunaan trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki tidak dapat di
pakal oleh pgalan kaki, dikarenakan pedagang kaki lima yang berjualan
diatas trotoar disepanjang jalan H.R Subrantas di mulai dari titik Jalan
Kualu dan Cipta Karya di Panam bahkan sampal di depan Giant Panam,
sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dan para pgjalan kaki tidak bisa
menggunakan trotoar sesuai dengan fungsinya dan menyebabkan
kemacetan.

b. Pengguna kendaraan yang parkir sembarangan di atas pendestrian di
sepanjang pertokoan-pertokoan di Jalan H.R Subrantas Panam, yang
mengakibatkan pendestrian yang sudah di bangun tidak sesuai harapan

pemerintah dan masyarakat. Bahkan karena aktivitas yang dilakukan oleh
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Pedang Kaki Lima ( PKL) di Jdan H.R Subrantas Panam juga
menimbulkan banjir dan kemacetan dikarenakan pembuang sampah
sampah jualan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Jadan H.R
Subrantas tepatnya dimulai dari titik jalan Kualu panam hingga didepan
Giant panam.

c. Kurangnya sosialisasi dan Pelaksanaan pengawasan Satuan Polisi Pamong
Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di jalan H.R Subrantas Kota
Pekanbaru dikarenakan pengawasan yang belum efektif sebagaimana
mestinya dan dikarenakan banyaknya faktor pengahambat dalam
pengawasan trotoar tersebut.

Berdasarkan fenomena diatas, fokus pada penelitian ini adalah menguji kualitas
pengawasan Polis Pamong Praja (Satpol PP) dengan dimensi pengawasan yang
dikemukakan oleh Manullang (dalam Badruddin 2017.223-225) dengan indikator
standar pelaksanaan, pengukuran hasil pelaksanaan, penilaian hasil pelaksanaan,
perbaikan. Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang dan beberapa
fenomena tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul : “Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

(Studi Kasus Trotoar Di Jalan H.R Subrantas K ota Pekanbaru)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan

masalah yang peneliti tarik dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah



Pelaksanaan Pengawasan Satuan Poliss Pamong Prga (Satpol PP) Dalam
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

(Studi Kasus Trotoar di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru)?”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan pendlitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis
Pel aksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam
Praturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan ( Studi Kasus Trotoar Di Jalan H.R Subrantas K ota Pekanbaru).
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang
Administrasi publik yang di pelgjari dalam dunia perkuliahan.
2. Manfaat praktis, sebaga sumbangan pemikiran terutama bagi Satuan
Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam mengawasi trotoar di jalan
H.R Subrantas Kota Pekanbaru.
3. Manfaat akademis, sebagal referensi ilmu pengetahuan khususnya

bagi penulis dan umumn ya bagi pembaca.
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BAB |1
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah atau suatu penelitian diperlukan adanya
konsep landasan atau pedoman sebagai dasar untuk mengemukakan dan
memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalah-pahaman dalam
sebuah penelitian.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan cita-cita Indonesia sebagaimana
yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, vyaitu
“Mensejahterakan Kehidupan Bangsa”, maka sebuah Negara perlu dikelola
secara serius dan juga secara berkala dengan sebuah mangjemen yang jelas.
Ketika berbicara mengena mangemen, tentu sangat identik dengan Negara
Indonesia yang menganut sistem desentralisasi dalam mengatur dan mengelola
pemerintahannya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam sebuah mang emen, karena
jika pengelolaannya tidak baik, maka peningkatan kesejahteraan tidak akan
terwujud sesual dengan harapan yang direncanakan.

Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan
penelitian ini dan akan diuralkan beberapa teori yang digunakan dalam
penelitian ini. Karena penelitian ini membahas tentang sistem pemerintahan
atau menyangkut tentang organisasi publik dan tentunya didaam sistem
pemerintahan tidak terlepas dari yang namanya mangemen.Mangemen
berkembang dan hidup layaknya sebuah sistem. Mangemen hadir dengan

peran yang melekat sebagal penyatu semua unsur tersebut. Dikarenakan sebuah
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sistem yang baik tidak akan terwujud tanpa bersatunya semua unsur-unsur
tersebut. Dan berikut adalah penjelasan beberapa unsur dalam mangjemen,
antaralain:

1. Konsep Administrasi

Secara etimologis, Syafri (2012:3) mengemukakan bahwa administrasi
berasa dari bahasa latin, terdiri dari ad dan ministrate, yang berarti
“membantu, melayani, atau memenuhi”, serta administration yang berarti
“pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan,
serta pengelolaan”.

Dahulu, pengertian dan pandangan terhadap administras sangatlah sempit.
Namun seiring berjalannya waktu, ilmu administrasi semakin mau dan
berkembang, baik fokus maupun lokusnya.

Siagian (dalam Syafri 2012:9) juga mengatakan bahwa Administrasi
adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang
didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya.

Kemudian, Waldo (dalam Zulkifli 2005:19) juga mengatakan bahwa
administrasi adalah suatu bentuk upaya manusia yang kooperatif yang
mempunyai tingkat rasional tinggi.

Selanjutnya, menurut Zulkifli (2005:16) konsep administrasi diidentikkan
dengan berbagai bentuk keterangan tertulis. Dalam studi administras
dikonsepkan menjadi dua, yaitu :

a. Administrasi dalam arti sempit
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Pada konteks ini administrasi diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketata
usahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat
(korespondensi) dan pengel olaan keterangan tertulis lainnya.

b. Administrasi dalam arti luas
Pada konteks ini mencakup keseluruhan proses aktivitas kerja sama

sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapal satu atau seumlah

yang telah disepakati sebelumnya.

Selain dari pada itu, dalam pengertian luas administrasi bisa dilihat dari 3
sudut pandang, sehingga menghasilkan 3 pengertian menurut sudut pandangnya
masing-masing oleh Anggara (2012:20) yaitu :

a. Dari sudut proses, administras merupakan keseluruhan proses pemikiran,
pengaturan, penentuan tujuan hingga pelaksanaan kerja sehingga tujuan
yang dimaksud akan tercapai.

b. Dari sudut fungsi, administrass merupakan keseluruhan aktivitas yang
secara sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang
berfungs sebagai administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut
terdapat berbagal macam tugas (fungsi) kerja, misalnyatugas perencanaan,
tugas mengorganisasi, tugas menggerakkan, tugas mengawasi, dan
sebagainya.

c. Dari sudut pandang kelembagaan, administrasi ditinjau dari manusia-
manusia, bailk secara perseorangan maupun kolektif yang menjalankan
kegiatan-kegiatan guna mencapa hasil, sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan.
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Dari ketiga definisi diatas, maka timbul sebuah pertanyaan, siagpakah orang-

orang yang dimaksud dalam administrasi luas?

Adapun orang-orang pengisi organisasi yang dimaksud dalam 3 definis

diatas menurut Anggara (2012:21) adalah sebagai berikut :

a. Administrator : Orang yang menentukan dan mempertahankan tujuan

b. Manager : Orang yang langsung memimpin pekerjaan kearah tercapainya
hasil yang nyata

c. Pembantu Ahli (staf) : Terdiri atas para ahli dalam setiap bidang, selaku
penasehat (brain-trust) dan berfungs dibidang karya

d. Karyawan : Para pelaksana dan pekerja yang digerakkan oleh manger
untuk bekerja, guna menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan yang

ditetapkan.

Dilihat dari defenisi diatas administrasi dapat diartikan sebagaikeseluruhan
proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas
dan komitmen tertentu untuk mencapal suatu tujuan yang sudah ditetapkan
sebelumnya.

Hal diatas membukakan mata kita untuk lebih melihatterhadap administrasi
dan menunjukkan bahwa administrasi tidak hanya sebatas proses ketik-mengetik
surat, catat-mencatat atau arti sempit lainnya. Dan ketika diperhatikan Iebih
seksama, sangat terlihat bahwa administrasi tidak hanya hadir sebagai sebuah
proses sederhana yang mudah untuk disepelekan secara legalitas. Karena, teramat

sangat spesifik pembahasan administrasi secara meluas dan mencakup semua
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unsur yang ada didalamnya, bailk dari sumber daya manusianya maupun dari

sumber daya organisasi lainnya, dimana semua sumber daya organisasi itu biasa

dikenal dengan istilah 6M, seperti yang tertera dalam buku yang ditulis oleh

Zulkifli dan Nurmasari (2015), antaralain :

a

Man, yaitu Manusia. Dalam organisasi, manusia dikenal sebagai sumber
daya manusia (SDM). SDM adalah sumber utama yang sangat
menentukan keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Apabila SDM
didalam suatu organisasi tersebut berkualitas, maka kehidupan organisasi
itu pun akan berkualitas.

Money, yaitu Uang. Uang yang dimaksud disini adalah sumber kekuatan
utama kedua setelah manusia. Karena segala pergerakan yang dilakukan
didalam organisasi sangat tidak terlepas dari kebutuhan financial.

Method, yaitu Metode atau Cara. Cara yang dimaksud disini adalah segala
macam jalan, taktik, strategi dalam menciptakan sebuah organisasi
tersebut menjadi sangat produktif dan berkelanjutan.

Machine, yaitu Mesin. Mesin yang dimaksud disini merupakan perangkat-
perangkat keras dalam organisasi yang membantu kelancaran pergerakan
sebuah organisasi, dan tentunya membuat kinerja lebih praktis, ekonomis,
efektif dan efisien.

Material, yaitu Bahan atau Alat. Bahan atau alat ini berfungsi sebagai
sesuatu yang akan diolah, dibuat, dikerjakan, diproses dan dihasilkan.
Bahan inilah yang akan dikerjakan oleh manusia, yang diperoleh

menggunakan uang dan akan dikerjakan menggunakan mesin. Bahan yang



40

dimaksud disini adalah bahan baku atau bahan pokok dalam organisasi dan
semua perangkat lunak selain mesin yang berupa perangkat keras.

f. Market, yaitu Pasar. Dalam organisasi public, market akan terealisasi
dengan sendirinya dalam bentuk opini masyarakat atau unsur kepentingan.
Sementara dalam organisas privat atau bisnis, market benar-benar

diartikan sebagai pasar untuk tempat akhir dalam pemasaran produk.

Administrasl terbagi menjadi 2 yaitu adminstrasi public dab administrasi
bisnis. Administrasi publik (public administration) merupakan suatu bahasan ilmu
sosial yang mempelgari tiga elemen penting daam kehidupan negara yang
meliputi lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif, serta hal-hal yang berkaitan
dengan public yang meliputi kebijakan public, manajemen public, administrasi

pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan Negara.

Beberapa ahli telah mengemukakan pendapat terkait definis administrasi
publik. Seperti pendapat menurut Siagian (dalam Andry 2015:14) bahwa
Administrasi Publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh

aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Kemudian Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) juga berpendapat
bahwa administrasi public adalah proses dimana sumber daya dan personil public
memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur-unsur (selain

perkembangan ilmu administrasi public itu sendiri) yaitu sebagai berikut :

a. Organisas Publik, yang ada pada prinsipnya berkenaan dengan model-

model organisasi dan perilaku birokrasi.
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b. Manaemen Publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen,
evaluasi program dan produktivitas, anggaran public, dan manaemen
sumber daya manusia.

c. Implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan public
dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika

birokrasi.

Tidak hanya itu, Wilson (dalam Syafie 2012) juga mengemukakan bahwa
administrasi public adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan
pemerintahan ialah melaksanakan pekerjaan public secara efisien dan sgauh

mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat.

Kemudian menurut D.Waldo (dalam Syafri 2012:21) administrasi public
adalah organisasi dan mangjemen manusia dan material (peralatannya) untuk

mencapal tujuan pemerintahan.

Jadi, dapat dismpulkan batasan administras publik diatas tergambar bahwa
konsep administrasi dalam mencapai keseluruhan aktivitas kerjasama antara dua
orang atau lebih untuk menyelesaikan aktivitas pemerintahan dalam rangka

mencapai tujuan-tujuan bernegara yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Konsep Organisas
Organisasi merupakan salah satu unsur utama bagi kelompok orang yang
bekerja sama mencapal tujuan tertentu karena organisas merupakan wadah atau

tempat pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat
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berlangsungnya berbagai macam aktivitas untuk pencapaian tujuan yang sudah
ditetapkan sebelumnya dengan komitmen tertentu.

Beberapa ahli telah mengemukakan pengertian mengenai organisasi. Seperti
pengertian organisasi menurut Malinowski (dalam Mulyadi 2015:5 ) yaitu
Organisasi adalah suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas - tugas atau
tugas umum, terkait pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi, dan
patuh pada peraturan. Walaupun Malinowski tidak menyebutkan untuk apa
bergoarganisasi, tetapi dapat disompilkan bahwa kelompok orang yang berkerja
sama itu adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Pettes (2005:35) Organisasi adalah sekumpulan
individu yang berkerja sama untuk mencapai tujuan dan unsur — unsurnya
meliputi :

» Suatu organisasi terbentuk dari sejumlah orang atau individu

» Organisasi dirancang atau dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu

» Daam organisas terdapat suatu stuktur formal yang memungkinkan
terjadinya komunikasi dan kolaborasi

» Daam organisasi terdapat bagian kerja yang di rancan untuk
mengal okasikan tanggung jawab, baik dalam penyusunan kebijakan, baik
dalam mengendalikan kegiatan yang dikerjakan untuk mencapai tujuan

yang dikehendaki.

Sedangkan menurut Mooney (dadam Mulyadi :2015) Organisasi timbul
bilamana orang — orang bergabung dalam usaha meraka dalam mencapai tujuan

bersama.
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Selain dari pada itu, Siagian (2003:6) juga menyatakan bahwa organisasi
adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama
secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan
dalam ikatan yang terdapat seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Organisasi dalam arti dinamis berarti memandang organisas sebagai suatau
organ yang hidup, sduatu organisme yang dinamis. Artinya memandang suatu
organisas tidak hanya dari segi bentuk dan wujudnya tetapi juga melihat dari segi
isinya. Isi daripada organissi itu adalah sekelompok orang- orang yang mel akukan
kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain organisasi dalam kata
dinamis berarti menyoroti aktivitas atau kegiatan yang ada dalam organisasi, serta
segala macam aspek yang berhubungan dengan usaha pencapaian tujuan yang
hendak dicapai.

Pada hakikatnya, dalam pengertian organisasi diatas dapat dilhat dari
berbagai sudut pandang yang pertama :

» Organisasi dipandang sebagai wadah atau sebagai alat yang berarti :
1. Organisasi sebagal alat pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya,
2. Organisasi merupakan wadah dari sekelompok orang (group of pople)
yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama,
3. Organisasi sebaga wadah atau tempat dimana administras dan
mangjemen dijalankan yang memungkinkan adminitras  dan
mangjemen itu bergeraksehingga memberi bentuk pada administrasi

dan manajemen.
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» Organisasi dipandang sebagai jaringan dari hubungan kerja yang bersifat
formal seperti yang tergambar dalam satu bagan dengan mempergunsksn
kotak-kotak yang beraneka ragam. Kotak-kotak tersebut memberikan
gambaran-gambaran tentang kedudukan atau jabatan yang harus diisi oleh
orang-orang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan fungsi masing-
masing.

» Organisasi dipandang sebaga hirarki kedudukan atau jabatan yang ada
yang menggambarkan secara jelas tentang garis wewenang, garis
komando, dan garis tanggung jawab.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk bisa tetap mempertahankan
keberlangsungan hidup sebuah organisasi ditengah-tengah perubahan lingkungan
dan tetap eksis, maka organisas harus mampu bersikap dewasa untuk
menempatkan diri dalam mengahadapi tantangan lingkungan internal maupun
eksternal organisasi. Selain daripada itu, organisasi juga membutuhkan sebuah
strategi jitu dalam mengelola sumber daya yaitu dengan manajemen.

3. Konsep Manajemen

Suatu organisasi jika ingin tetap berjalan lancar, maka memerlukan suatu ilmu
dan strategi untuk mempertahankan serta menjalankan organisasi tersebut.limu
dan strategi tersebut terdapat dalam konsep mangemen. Dimana manajemen
merupakan suatu usaha atau upaya pencapaian tujuan dengan mendayagunakan
serta mengoptimalkan bantuan dan kemampuan orang lain untuk melakukan

aktifitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
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Menurut Siagian (dalam Andry, 2015:12) Managjemen didefinisikan sebagai
kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka
pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Kemudian menurut Hasibuan (dalam Samsudin, 2010:17) mengemukakan
bahwa mangemen adalah ilmub dan seni mengatur pemanfaatan sumber daya
manusia dan sumber — sumber lainya secara efektif dan efesien unttuk mencapai
suatu tujuan tertentu.

Sadikin (dalam Samsudin, 2010:18) Mangemen adalah proses untuk
menciptakan, memelihara, dan mengoprasikan organisas perusahaan dengan
tujuan tertentu melalaui upaya manusia yang sistematis, terkoordinasi, dan
kooperatuf. Proses penentuan asas-asas perusahaan yang menjadi batasan,
pedoman, dan penggerak bagi setiap manusia dalam perusahaan sudah termasuk
dalam pengertian manajemen.

Dari defenis diatas, dapat disimpulkan bahwa mangemen disebut sebagai
“ilmu” dan ada juga yang menyebut manajemen sebagai “seni”dikatan manajemen
sebagal ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang logis dan sistematis .
mangjemen sebagal seni adalah suatu kreatifitas pribadi yang di sertai suatu
keterampilan. Ilmu  pengetahuan mengajarkan kepada orang tentang suatu
pengetahuan  tertentu, sedangkan seni  mendorong orang  untuk
memperaktekannya. Seni dalam mangjemen meliputi kemampuan untuk
memadukan suatu visi atau tujuan dengan keterampilan tertentu.

Selain daripada itu, Zulkifli (2005:92) juga mengemukakan bahwa fungsi-

fungsi spesifik mangjemen seperti yang dikonsepsikan oleh Terry, yaitu :
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a. Perencanaan (Planning);
Mencakup fungsi pengembalian keputusan (decision making) dan
penganggaran (budgeting).

b. Pengorganisasian (Organizing);
Mencakup fungs staf (staffing), fungs pelatihan (training) dan fungsi
pengkoordinasian (coordinating).

c. Penggerakan (Actuating);
Mencakup fungs pemberian motivasi (motivating), fungsi pengarahan
(direting) dan fungsi memimpin (leading).

d. Pengawasan (Controling);
Mencakup fungsi pelaporan (reporting), fungs penilaian (evaluating),

fungs penyempurnaan (correcting) dan fungsi pengendalian (reaning).

M engapa mang emen dibutuhkan? Manajemen dibutuhkan oleh semua orang
atau organisasi. Tanpa manaemen usaha untuk mencapal suatu tujuan akan sia —

sia belaka.

Alasan diperlukan manajemen adalah sebagai berikut :

Mangjemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan pribadi, kelompok,
organisasi,atau perusahaan.

Mangemen dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan diantara tujuan—
tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan—kegiatan dari pihak—pihak yang
berkepentingan dalam organisasi atau perusahaan, seperti pengusaha dan

karyawan, kreditur dengan nasabah, atau masyarakat dengan pemerintah.



47

Mangjemen dibutuhkan untuk mencapai efesiensi dan produktifitas kerja
organisasi atau perusahaan.
Dari aasan diperlukannya manajemen diatas dapat disimpulkan bahwa
manajemen sangatdibutuhkan dalam berorganisasi.
4. Konsep Pengawasan

Pengawasan dapat dikatakan sebagal salah satu fungsi seorang manajer yang
bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan efektivitas dan efisiens
pencapaian tujuan organisasi. Seperti didefinisikan oleh Terry (2004,;166) bahwa
pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu)
memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian
mencapai hasil yang direncanakan.

Berbagal fungsi managemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka
mencapal tujuan organisasi. Fungsi-fungs yang ada didalam manaemen
diantaranya adalah fungsi perencanaan (Planning), fungsi pengorganisasian
(Organizing), fungs pelaksanaan (Actuating) dan fungs pengawasan
(Controlling) menurut Griffin (2004: 44). Keempat fungs mangemen tersebut
harus dilaksanakan oleh seorang managjer secara berkesinambungan, sehingga
dapat merealisasikan tujuan organisasi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi
mangemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapal
dengan efektif dan efisien

Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Seefullah (2005: 317),

mendifinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran
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kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil
yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebuit.

Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006: 303), menyatakan bahwa
pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan
standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan
pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang
dikomunikasikan ke para karyawan.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan
bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan
kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian tujuan sesual dengan rencana
yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan
untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang
efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan
baik.

Pengawasan secara umum berarti pengendalian terhadap perencanaan apakah
sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau penyimpangan dari tujuan yang diinginkan.
Jika terjadi penyimpangan, pihak mangemen yang terkait dalam pengawasan
harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja, agar standar
perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang diperoleh pada saat
pel aksanaan.

Pengawasan adalah aktivitas yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan
terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki

(Ranupanjo, 2003; 109)
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Sedangkan Siagian dalam Silalahi (2002; 175) mengemukakan pengertian

pengawasan yaitu proses pengamatan dari pada pelaksanan seluruh kegiatan

organisas untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses

untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang

direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan

koreksi.

Menurut Maringan (2004: 62), Pengawasan terbagi 4 yaitu:

a.  Pengawasan dari dalam perusahaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh atasan untuk mengumpul data atau
informasi yang diperlukan oleh perusahaan untuk menilai kemajuan dan
kemunduran perusahaan.

Pengawasan dari luar perusahaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh unit diluar perusahaan . Ini untuk
kepentingan tertentu.

Pengawasan Preventif

Pengawasan dilakukan sebelum rencana itu dilaksakaan. Dengan tujuan untuk
mengacah terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan kerja.

. Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar

hasilnya sesuai dengan yang direncanakan.
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Pengawasan menurut Komaruddin (2009;5) adalah untuk menjamin bahwa
kegiatan terarah yang tengah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana dan dalam
batas-batas struktur organisasi. Adapun indikator pengawasan merupakan
pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran hasil pelaksanaan, penilaian
hasi| pelaksanan dan perbaikan.

Menurut Ernie dan Saefullah (2005: 327), jenis pengawasan terbagi atas 3
yaitu:

a. Pengawasan Awal

Pengawasan yang dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Ini
dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan
perkerjaan.

b. Pengawasan Proses

Pengawasan dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan tengah berlangsung
untuk memastikan apakah pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan
apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan ang ditetapkan.

c. Pengawasan Akhir

Pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses pengerjaan pekerjaan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana
dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia
sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu
manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian

menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya. (Husnaini, 2001:400).
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Untuk dapat melaksanakan pengawasan maka harus dilalui beberapa tahap
atau langkah dari pengawasan tersebut. Menurut Manullang (dalam Badruddin,
2017:223-225) proses pengawasan tersebut terdiri dari :

1. Menetapkan Standar

a Kuantitas
b. Kualitas
c. Waktu

2. Mengadakan penilaian (evaluate)
Kegiatan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti :
a. Dari laporan tertulis yang di susun bawahan baik laporan rutin
maupun istimewa.
b. Langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasi
pekerjaan atau bawahan di panggil untuk memberikan laporannya.
3. Mengadakan tindakan perbaikan (correction action)
a.  Mengetahui penyimpangan yang terjadi
b. Memperbaiki penyimpangan
Pada fase pertama, pemimpin haruslah menentukan atau menetapkan standar
atau alat-alat pengukur, berdasarkan standar tersebutlah kemudian akan di adakan
penilaian sedangkan pada fase kedua yakni evaluasi, yakni membandingkan
pekerjaan yang telah di kerjakan dengan standar tadi. Bila terdapat ketidaksamaan
artinya actual tersulit tidak sama dengan standar maka mulailah fase ketiga, yaitu
korektif action, yakni mengadakan tindakan perbaikan dengan maksud agar tujuan

pengawasan dapat di redisaskan. Tujuan utama dari pegawasan ialah
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mengusahakan agar dapat di rencanakan dapat menjadi kenyataan. Demikian juga
tujuan fase ke tiga dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang di
rencanakan menjadi kenyataan.
Dalam garis besarnya jenis-jenis standar itu dapat kita golongkan kedalam
tiga golongan besar, yaitu sebagai berikut :
1. Standar dalam bentuk fisik
a.  Kuantitas hasil produks,
b. Kualitashasil produksi, dan
c. Waktu.
2. Standar dalam bentuk uang
a. Standar biaya,
b. Standar penghasilan, dan
c. Standar investas.
3. Standar intangible
Standar dalam bentuk fisik ( physical standart ) adalah semua standar yang
dipergunakan untuk manila atau mengukur hasil pekerjaan bawahan dan bersifat
nyata tidak dalam bentuk uang, jenis yang pertama dalam bentuk kuantitatif,
misalnya jumlah hasil produks untuk setigp jam mesin kerja, panjangnya kawat
untuk setigp non tembaga, jumlah jam mesin kerja untuk setiap unit hasil
produksi, dan sebagainya. Jenis yang kedua bersifat kualitatif, misalnya beberapa
lama sesuatu hasil produks tahan dipaka dan sebagainya. Jenis yang ketiga
dalam bentuk waktu, misalnya berapa hari atau berapa jam mesin kerja atau

beberapa jam kerja unit suatu unit hasil produksi di selesaikan.
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Standar dalam bentuk uang adalah semua standar yang di pergunakan untuk
menilai atau mengukur hasil pekerjaan dalam bentuk jumlah uang. Jenis pertama
yang termasuk golongan ini adalah standar biaya, yakni di tentukan besarnya
biaya yang harus di keluarkan untuk menghasilkan atau mengerjakan suatu
pekerjaan tertentu. Jenis kedua adalah standar penghasilan. Dengan standar ini
maka di tentukan berapa penghasilan yang harus di terima dari suatu penjualan
tertentu, agen penjuaan tertentu, dan sebagainya. Jenis standar dalam golongan
ini adalah standar investas artinya di tentukan kedalam efektifan tertentu dalam
penggunaan modal misalnya ditentukan keuntungan bersih yang harus di peroleh
dari setiap penggunaan modal sebesar 10% dan sebagainya. Standar dalam bentuk
uang ini biasanya terdapat dalam suatu budget perusahaan. Oleh karena itu budget
itu sering di gunakan sebagal alat kontrol, alat pengukur atau standar bagi
kegiatan bawahan, oleh karena itu, standar golongan kedua itu sering di sebut

sebagal budgetary control.

B. Kerangka Pikir

Dalam hal ini, berdasarkan dari variabel penelitian ini yaitu “Pengawasan”,
maka penulis menguraikan alur kerangka pemikiran dengan mendudukkan tiga
indikator yang ada menurut Manullang (dalam Badruddin, 2017:223-225). Penulis
mengambil ketiga indikator tersebut sebagai indikator yang dijadikan ukuran
dalam usulan penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Satpol PP Terhadap

Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
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(Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru). Tiga indikator
tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Gambar 11.1:Kerangka Pikir Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Satpol
PP Dalam Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi kasus Trotoar Jalan
H.R Subrantas K ota Pekanbar u).

Administras
Organisasi

¥ Indikator Penilaian :

: 1. Menetapkan standar

Mangjemen 2. Melakukan penilaian

‘1, 3. Mengadakan tindak perbaikan
Penoawasan ‘l’

1. Terlaksana

2. Cukup Terlaksana
3. Kurang Terlaksana

Sumber: Hasil Modifikasi Penulis, 2019.

C. Konsep Operasional
Untuk memudahkan pemberian pemahaman dalam menafsirkan istilah atau
pun konsep terkait usulan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa
konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.
1. Administrasi merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagal proses
pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan

bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.
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2. Administrasi publik merupakan menyangkut kerjasama kelompok orang
dalam lingkup organisasi Negara ( legidatif, eksekutif , yudikatif) untuk
mencapal tujuan Negara melalui berbagai kebijakan dan program yang telah
dirumuskan sebelumnya.

3.  Manajemen merupakan sebaga proses terdiri atas tiga dimensi pokok yaitu :
perumusan , implementasi dan pengendalian.

4. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanan seluruh kegiatan
organisas untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan
sesual dengan rencana yang telah ditetapkan.

5. Menetapkan standar yaitu suatu pengambilan keputusan terhadap aturan yang
menjadi ukuran dalam melakukan tugas satpol pp.

6. Melakukan penilaian yaitu memberikan nilai terhadap suatu peristiwa atau
kejadian yang bisa termasuk dalam golongan melanggar atau hal biasa.

7.  Mengadakan tindakan perbaikan adalah melakukan penyelidikan terhadap apa
yang sudah menjadi suatu ketetapan yang kemudian diadakan suatu tindakan

perbaikan apabila ada kesalahan atau kekurangan di masa sebelumnya.

D. Operasional Variabel

Operasiona Variabel dalam penelitian ini akan disgjikan dalam bentuk
tabel, uraian konsep, variabel, indikator, item penilaian, dan skala yang
direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Tujuan
operasional variabel ini adalah menjelaskan mengenai konsep-konsep utama

dalam pendlitian ini dan pengelompokan item penelitian yang mana sebagai
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variabel penelitian adalah “Pengawasan”, kemudian indikatornya dari Pendapat

Manullang (2004:148), dan Sub Indikator adalah dari Tupoksi SATPOL PP, yang

dapat dilihat padatabel dibawah ini:

Tabel I1.1: Konsep Operasional Variabel Penelitian tentang Pelaksanaan

Pengawasan

Satpol PP Dalam Peraturan Daerah nomor 2
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi
Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas K ota Pekanbar u).

Konsep Variabel I ndikator Sub Indikator Skala
Pengukuran
Menurut Pengawasan | 1.Menetapkan | 1.Kualitas proses Terlaksana
Manullang Satpol PP standar pengawasan di
(dalam Terhadap |lapangan apakah Cukup
Badruddin Perda sudah sesuai dengan | Terlaksana
(2017:223- Nomor 2 standar yang telah
225)) Tahun 2009 ditetapkan. Kurang
Pengawasan 2.Komunikasi yang Terlaksana
adalah suatu dilakukan dalam
kegiatan tindak pengawasan
terarah yang trotoar oleh satpol
tengah pp.
berjalan 3.Waktu pel aksanaan
sesuai pengawasaan trotoar
dengan
tujuan dan 2.Melakukan | 1.Laporan terkait hasil | Terlaksana
rencana dan Penilaian pel aksanaan
dalam batas- pengawasan Cukup
batas struktur 2.Langsung Terlaksana
organises!. melakukan tindakan
ke lokasi trotoar Kurang
yang akan di razia. Terlaksana
3.Mengadakan | 1.Kuantitasjumlah Terlaksana
tindakan personil satpol pp
perbaikan yang bertugas dalam | Cukup
pel aksanaan Terlaksana
pengawasan.
2.Mengadakan Kurang
perbaikan terhadap | Terlaksana
hambatan yang
terjadi.

Sumber : Modifikasi penulis, 2019.
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E. Teknik Pengukuran
Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam
penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu : Terlaksana, Cukup
Terlaksana, dan Kurang Terlaksana
Pengukuran yang digunakan dalam pendlitian ini adalah dengan
menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran
untuk penilaian setiap indikator. Untuk lebih jelasnya tentang kategori ukuran
tersebut akan diuraikan dibawah ini :
Ukuran Variabel
Terlaksana : Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL
PP berada pada skala 67 - 100%
Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL
PP berada pada skala 34 - 66%
Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL
PP berada pada skala 0 - 33%
Ukuran Indikator Variabe
1. Menetapkan standar
Terlaksana : Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL
PP berada pada skala 67 - 100%
Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL
PP berada pada skala 34 - 66%
Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL

PP berada pada skala 0 - 33%



58

2. Melakukan Penilaian
Terlaksana :Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL
PP berada pada skala 67 - 100%
Cukup Terlaksana :Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL
PP berada pada skala 34 - 66%
Kurang Terlaksana :Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL
PP berada pada skala 0 - 33%
3. Mengadakan tindakan perbaikan
Terlaksana :Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL
PP berada pada skala 67 - 100%
Cukup Terlaksana :Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL
PP berada pada skala 34 - 66%
Kurang Terlaksana :Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL

PP berada pada skala 0 - 33%
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BAB |1

METODE PENELITIAN

A. TipePenditian

Tipe penelitian ini adalah tipe kuantitatif, dengan analisa deskriptif. Yaitu
suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan
menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Satpol PP Terhadap Peraturan
Daerah nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi
kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru. Karena peneliti bermaksud
memberikan hasil analisa dan informasi yang detall terhadap objek penelitian,
sehingga akan ditemukan kejadian-kejadian relatif dan diperoleh gambaran yang
sangat jelas dari hasil analisanya.

Tipe penelitian kuantitatif digunakan karena dapat |ebih akurat dan terperinci.
Tujuan dari pendlitian anilisis deskriptif adalah untuk membuat deskripsi,
gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengena fakta-fakta, sifat-sifat
serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode ini juga disebut sebagai metode artistic, karena proses penelitian
lebih bersifat seni (kurang terpold), dan disebut sebagai metode interpretative
karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap yang
ditemukan dilapangan.

Selanjutnya sebagai aat untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara
observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data
dan informas yang diperoleh akan dijadikan sebagal dasar untuk menganalisis

dan menjelaskan Pelaksanaan Pengawasan Satpol PP Terhadap Peraturan Daerah
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nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi kasus

Trotoar Jalan H.R Subrantas K ota Pekanbaru.

B. Lokas Pendlitian

Adapun aasan penulis memilih Jalan Subrantas sebagai Lokasi Penelitian
yaitu dikarenakan ditemukan kejanggal an-kejanggalan yang menimbulkan adanya
fenomena seperti trotoar dijalan Subrantas Kota Pekanbaru tepatnya dimula dari
titik jalan Kualu panam hingga depan Giant Panam Realitanyatidak sesuai dengan
fungsinya dan trotoar di Jalan Subrantas tersebut dipenuhi oleh lapak-lapak yang
dibuat oleh pedagang kaki lima ( PKL) sebaga tempat berjualan dan juga masih
banyak masyarakat yang selalu parkir sembarangan sehingga trotoar yang tersedia
tidak dapat digunakan oleh pgalan kaki, sehingga tidak sesuai dengan fungsi dan

perda yang ada.

C. Populas dan Sampel

Populas menurut Sugiono (2012:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelgjari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Selanjutnya, Sampel menurut Sugiono (2012:81) adalah bagian dari jumlah
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari
populasi juga harus representative (mewakili).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah. Y ang

terdiri dari,1 Kepala Seks Teknik Sarana Dan Prasarana Jalan Dinas perhubungan
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dikarenakan populasi tersebut sangat tepat dijadikan sebagai sasaran wawancara
untuk menyelesaikan hasil penelitian dikarenakan Kepala Seksi Teknik Sarana
dan Prasarana Jalan mempunyai wewenang dalam mengatur ketertiban lalu lintas
dan angkutan jalan sesual denga yang dijelaskan dilatar belakang masalah BAB |
,dan 1 Kepala Bidang Operasional dan Ketertiban Masyarakat sebagai populasi
dan responden penelitian dikarenakan Kepala Bidang Operasional dan Ketertiban
Masyarakat adalah salah satu petunjuk untuk menjawab fenomena yang terjadi
dilokas penelitian dan bidang tersebut memiliki tugas dalam pengawasan trotoar,
370 anggota satpol pp, 100 orang pedagang. Jadi jumlah dari populasi 472 orang.
Tabel I11.1 : Tabe Populas dan Sampel Pendlitian Pelaksanaan Pengawasan
Satpol Pp Dalam Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi kasus Trotoar
Jalan H.R Subrantas K ota Pekanbaru

No Responden Populas Sampel Per sentase
1 | KepalaSeks Teknik Sarana
dan Prasarana Jalan ( Dinas 1 1 100%
Perhubungan K ota Pekanbaru)
2 | KepalaBidang Operasi dan 1 1 100%
K etertiban masyarakat ( Satpol
PP)
3 | Anggota Satpol PP 370 30 8%
4 | Pedagang 100 50 50%
Jumlah 472 82 17%

Sumber: Data Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel diatas, untuk Kepala Teknik Sarana dan Prasarana Jalan
responden 1 orang, Kepala Bidang Operasiona dan Ketertiban mayarakat
respondennya 1 orang, Anggota Satpol PP dengan responden 30 orang dan
Pedagang respondennya 50 orang. Jadi jumlah dari keseluruhan responden yaitu

82 orang.
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D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik
Sampling menurut Sugiyono (2009:96), yang ditujukan kepada Kepala Bidang
Operas dan Ketertiban Masyarakat, Kepala Teknik Sarana dan Prasarana Jalan,
anggota Satpol PP, dan Pedagang. Sugiyono (2009:96).

Menurut Arikunto (2012:104) jikajumlah populasinya kurang dari 100 orang,
maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih
besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah
populasinya.

Berdasarkan penelitian ini, karena jumlah populasinya lebih dari 100 orang
responden, maka penulis mengambil 17% jumlah populasi yang ada. Dengan
demikian penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive

sampling,yaitu teknik penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu.

E. Jenisdan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh pendliti untuk
memperoleh data dan informasi yang balk serta keterangan-keterangan dan data
yang diperlukan adalah sebagai berikut:
a. DataPrimer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dengan hasil pengamatan
penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi atau
diperoleh melalui kegiatan peneliti turun langsung kelapangan / lokasi penelitian

untuk mendapatkan data yang lengkap serta berkaitan dengan masalah yang
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diteliti, yaitu langsung memberikan angket terhadap objek penelitian. Sehingga
diperoleh data, informasi serta keterangan mengenai penelitianini.
b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data dan informasi serta keterangan yang
relevan dari organisasi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Data
sekunder ini diperoleh dari Kantor Dishub, baik dari dokumen resmi yang seperti
arsip literature berupa struktur organisasi, maupun informasi atau keterangan yang
telah dipublikasikan/ditempelkan di papan/dinding informasi di Kantor Dinas

perhubungan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi.
Dimana teknik ini menurut Sugiono (2012:241) diartikan sebagai teknik
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber data yang ada. Adapun teknik-teknik pengumpulan
data yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Observas

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan

pengamatan terhadap objek penelitian.

2. Wawancara (Interview)
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya
jawab oleh penéliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang

didapatkan oleh peneliti lebih absah, jelas dan akurat serta aktual. Dan kemudian



teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada informan atau responden

yang dianggap banyak tahu tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti.

3. Angket / Kuisioner

Kuisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan
tertulis pada responden dan akan dijawab juga secara tertulis oleh responden.
4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mnggunakan
fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen baik foto, video maupun rekaman

atau medialain.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah
dengan dianalisis secara deskriptif, yaitu analisa yang berusaha memberikan
gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan dan
hasilnya akan disgjikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan
yang mendukung untuk dapat ditarik kesimpulan.

Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada
usaha mengemukakan gejala-gegaa secara lengkap dalam aspek yang diamati dan
disdlidiki agar jelas keadaan kondisi sebenarnya. Penemuan fenomena dan ggjaa-
ggaaitu berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk
juga usaha menemukan hubungan satu dengan yang lainnya didalam aspek yang
diteliti.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian
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Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Pel aksanaan Pengawasan Satpol PP
dalam Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan Studi kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru adalah sebagai
berikut :

Tabel 111.2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian tentang Pelaksanaan
Pengawasan Satpol PP Dalam Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi
Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbar u).

No

Bulan dan Minggu ke

Jenis Kegiatan Mei Juni Juli Agustus September Oktober

1/2|/3/4(1/2|3|4(1|2(3[4(1|2|3|4(1,2|34(1|2|3

Penyusunan
upP

Seminar UP

Revisi UP

Revisi

Kuisioner

Rekomendasi

Survey

Survey

Lapangan

Analisis Data

Penyusunan
Laporan Hasil
Penelitian

Konsultasi
Revisi Skripsi

10

Ujian
Konfrehensif

11

Revisi Skripsi

12

Penggandaan
Skripsi

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019
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BAB IV
GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Pekanbaru

Dinas perhubungan adalah suatu pelaksana dari wewenang dipekanbaru
sebagal pelaksanaan pengawasan terhadap fasilitas pendukung jalur pendestrian

serta penertiban parkir liar yang sembarangan di atas pendestrian.

Dinas perhubungan juga sebagai implementasi dari kewewenangan tersebut,
pelaksaan kewenangan di bidang perhubungan udara, dan pos telkominikasi, di
bentuk organisasi Dinas Perhubungan guna menata kembali tugas pokok dan
fungs DLLAJ yang di sesuailkan dengan kewenangan, beban tugas dan

perkembangan saat ini.

1. Vis

Adapun Vis Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu: Terwujudnya tingkat
kualitas Playanan dan Penyediaan Jasa Tranfortasi, Pos dan Telekomunikasi yang

lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.

2. Mis

Kemudian adapun yang menjadi Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

yaitu:

a. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas

dan proprsional.
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Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan, aksesibilitas dan tingkat

kualitas pelayanan perhubungan.

c. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana
sistem jaringan transportasi.
d. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional
perhubungan.
3. Tujuan
1. Meningkatkan kelancaran, keamanan dan keselamatan pelayanan jasa
perhubungan untuk menunjang pengembangan dan pertumbuhan
perekonomian masyarakat.
2. Meningkatkankemampuan pelayanan di bidang perhubungan.
3. Meningkatkan pel aksanaan penegakan hukum.
4. Meningkatkan disiplin kerja dan profesionalisme aparatur pemerintah.
4. Sasaran
1. Meningkatnya perlengkapan fasilitas jalan dan fasilitas pengujian,
meningkatnya sarana transportasi darat dan angkutan danau dan
keselamatan penyeberangan dengan indikator sasaran peningkatan
perlengkapan fasilitas.
2. Meningkatnya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat
pengguna jasa perhubungan.
3. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum, dibidang perhubungan

dengan indicator sasaran pemberian sanksi hukum.
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4. Meningkatnya disiplin kerja dan kinerja aparatur pemerintah yang
didukung sarana dan prasarana yang memadai dengan indikator sasaran
peningkatan disiplin kerja dan kinerja pegawai.

5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang
perhubungan serta dapat ditugaskan untuk meleksanakan penyelenggaraan
wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil

Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Dinas perhubungan kota pekanbaru mempunyai beberapa satuan kerja yang

tercantum dalam susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yaitu :

a. Kepala Dinas

Kepaa dinas perhubungan kota pekanbaru memiliki tugas penyelenggaraan
otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentras dan tugas pembangtuan di bidang

perhubungan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Kepala dinas berkedudukan dibawah tanggung jawab Gubernur. Adapun tugas

dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah :

1. Menyusun rencana kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
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2. Mengkoordinasikan sekretaris, kepala bidang dan kepala UPT agar
terjalinnya kerjasama yang baik dan saling mendukung antara satu dengan
yang lain

3. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai
dengan rencana dan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku

4. Memberikan tugas dan menjelaskan tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang nya masing-masing

5. Mengkoreks ulang dan menila hasil kerja sesuai rencana yang telah di
tetapkan sebagal bahan pertimbangan daam pengembangan karir

6. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis bidang perhubungan, komunikasi
dan infomasi sesuai ketetapan yang berlaku

7. Melakukan tugas dinas yang lainnya yang tel ah diberikan oleh atasan, dan,

8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

b. Sekretaris

Sekretaris memiliki kedudukan dibawah kepala dinas dan bertnggung jawab

kepada K epala Dinas. Adapum tugas yang dimiliki oleh sekretaris yaitu:

1. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum ,
perlengkapan , keuangan, dan menyusun segala program dinas.

2. Menyusun rencana kerja dan membuat |aporan tahunan.

3. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan program kerja tahunan

dilingkungan dinas .
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Menggantikan kepala dinas apabila yang bersangkutan tidak berada di tempat
atau berhalangan hadir.

Mengarahkan segala kegiatan sub bagian-sub bagian.

Mengkoordinasikan dan mengarahkan, membuna dan merumuskan pedoman
dan petunjuk adminitrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan,
perlengkapan, umum dan rumah tangga lingkungan dinas.

Melaporkan pelaksanaan tugas sekretaris kepada atasan secara tertulis atau
secaralisan.

Mengkoordinasikan , membina dan merumuskan laporan tahunan dan
mengawasi kembali setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas.
Membagikan tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan
agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing
Memfasilitass dan asistensi tugas sekretariat dengan cara konsultas,
kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis .

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas atau

pimpinan sesuai dengan tugas da fungsinya.

Bidang Angkutan

Kepala bidang angkutan berkedudukan dibawah dan tanggung jawab dari

KepalaDinas. Tugas dari bidang angkutan adalah :

1

Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan

dibidang angkutan.
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2.  Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman serta tatalaksana
administrasi bidang angkutan.

3.  Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan perizinan di bidang
angkutan.

4. Mengkoordinasikan , membina dan merumuskan pelayanan serta pengaturan
Kinerja bidang angkutan.

5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bidang
angkutan.

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan
tugas dan fungsinya. Dan masing-masing seks di pimpin oleh Kepala Seksi

yang berada dibawag dan tanggung jawab Kepala Bidang Angkutan.

o

. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

Kepala bidang pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas berkedudukan
dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun yang menjadi tugas

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas adalah :

1. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk
tatal aksana administras Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional.

2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Operasional.

3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan

kinerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional.



72

4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Operasional.

5.  Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas manegement dan
rekayasa Lalu Lintas serta Pengawasan dan Pengendalian Operasional
Angkutan Jalan, perairan dan udara.

6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing Seksi yang dipimpin oleh Kepaa

Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada K epala Bidang.

e. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana

Kepala Bidang Kesdlamatan, Teknik Sarana dan Prasarana berkedudukan
dibawah dan tanggung jawab Kepala Dinas. Adapun tugas bidang Keselamatan

dan Teknik Sarana dan Prasarana yaitu:

* Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program kerja
tahunan Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi,JPO, dan

Trotoar.

f. Bidang Kominfo

Kepala bidang kominfo berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada

Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Kominfo yaitu:

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program kerja

tahunan Bidang Komunikasi dan Informasi.
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2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan aparat dan
staff Dinas.

3.  Menyusun kebijakan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan informasi.

4. Melaksanakan tugast-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesual

dengan fungsinya.

Kepaa Dinas Perhubungan, Komunikas dan Informasi dalam melaksanakan

rincian tugas sesuai fungsinya sesuai pasal 193 yaitu:

1. Merumuskan kebijakan teknik dibidang perhubungan, komunikasi dan
informasi.

2. Penyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

3. Menyusun rencana kerja, pemantauan dan evaluasi.

4. Pembinaan dan pelaporan.

5. Penyelenggaraan dan penatausahaan Dinas.



Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
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B. Sgarah Pembentukan Satuan Polis Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disebut singkat dengan sebutan Satpol PP
adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan
ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja

Satuan Polisi Pamong praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Prgja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Didaerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong praja dipimpin oleh
Kepaa Satuan yang berada dibawah tanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polis
Pamong Prgja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan tanggung

jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/K ota.

Polisi Pamong Pragja pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 maret 1950
dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas
Pemerintahan Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa
setelah proklamasi dimana sempat diawali dengan keadaan yang tidak stabil dan
mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai
penjaga keamanan kapanewon di Y ogyakarta sesuai dengan surat perintah jawatan
praja di daerah istimewa Y ogjakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman

dan ketertiban rakyat.

Pada tanggal 10 november 1958, lembaga ini berubah nama menjadi
Detasemen Poliss Pamong Prga Selanjutnya pada tahun 1960 dimula

pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Prga di luar Daerah Jawa dan Madura
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dengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali
berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian
Negara seperti yang dimaksupd dalam UU No.13 Tahun 1961 Tentang Pokok-
pokok Kepolisiam. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan
Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP
mulai dikenal diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah. Namun saat UU No.5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan
digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU
No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU No. 32
Tahun 2004 disebutkan, polisi pamong praja adalah perangkat Pemerintah Daerah
dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat sebagal pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Sebagai tindak lanjut dari UU No.32 Tahun 2004, Pemerintah Provins Riau
membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesual dengan Peraturan Daerah Provinsi
Riau No.34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah di undang-undangkan
dalam lembaran Daerah Provins Riau Tahun 2001 Nomor 38, pada tanggal 28
April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan
Daerah Provins Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas
bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum
khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riauyang dulunya berada
padaa Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerag Provins Riau sekarang sudah

menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.
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Selain itu Satuan Polisi Pamong Prgja juga bertugas untuk penertiban
pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
Maka mula segak itulah dibentuk pula Satuan Polis Pamong Praa di

Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

1. Vis

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram dan aman serta taat
hukum , karna terkandung dalam visi dari Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL

PP) yaitu :

a. Tentram adalah susunan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum,
norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara
dengan aman dan tentram.

b. Tertib adalah keadaan keadaan dalam kehidupan yang serba teratur dan
tertata rapi dengan baik dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang bergerak dengan
baik tentram dan baik.

c. Tata Hukum adalah suatu bentuk dari kesadaran individu ataupun
perorangan yang memahami bahwa hidup bermasyarakat dan berbangsa
dan bernegara terdapat suatu ketentuan-ketentuan adanya hak masyarakat,
kewgjiban dan larangan yang harus di patuhi dan di ikuti bersama agar

kehidupan menjadi teratur.
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2. Mis

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan suatu ketentraman dan

ketertiban serta menumbuhkan ketaatan masyarakat terhadap hukum.

3. Kedudukan, Tugas, Fungs dan Wewenang

Satuan Poliss Pamong Prga Kota Pekanbaru merupakan bagian Kepala
Satuan dan berkedudukan dibawah dari tanggung jawab kepala daerah sampai

sekretaris daerah.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan program pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum.

b. Pelaksanaan kebijakan dan pemeliharaan dan penyelenggraan ketentraman
masyarakat (umum)

c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah

d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum bersama dengan Aparat Kepolisan Negara ,
Penyidik Pegawai Negri Sipil dan Aparatur lainnya.

e. Pengawasan Perda dan Keputusan Kepala Daerah agar ditaati dan di

patuhi masyarakat.

Daam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Pragja juga

memiliki Wewenang sebagal berikut :
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a. Melakukan tindakan penertiban sosial terhadap masyarakat, Aparatur atau
badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah
atau peraturan Kepala Daerah.

b. Menindak warga , Aparatur atau badan hukum yang mengganggu
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

c. Memberikan fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan
perlindungan terhadap masyarakat.

d. Melakukan penyelidikan terhadap warga, aparatur atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala
Daerah.

e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga , aparatur atau badan
hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Kepaa
Daerah.

4. Keadaan Organisas Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja atau sering disebut dengan Satpol PP merupakan
salah satu instans yang ada di Pemerintahan Kota Pekanbaru sebagai unsur
perpanjangan tangan Walikota dalam menjalankan tugasnya. Satuan Polisi
Pamong Prga mempuya tugas dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan

ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Stuktur Organisasi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatur
didalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan
Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja K ota Pekanbaru.
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Adapun keadaan organisasi Satuan Polis Pamong Pragja di Kota Pekanbaru
yaitu dikepalai oleh Kepala Satuan Pamong Prgja dan dibantu oleh 4 Pejabat

Eselon IV yaitu diantaranya:

1. Kepaa Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seks Operasional
3. KepalaSeks Pembinaan Pengembangan Kapasitas

4. KepaaSeks Penyidik Pegawai Negri Sipil

Adapun rincian tugas dari masing-masing bagian yang ada di Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah :

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

1. Merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum,
penegakan Perda dan Peraturan Kepala Deerah serta Kebijakan atau
K eputusan Kepala Daerah.

2. Kepala kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan kentenraman dan
ketertiban umum.

3. Melaksanakan kebijakkan penegakan Perda, Peraturan Kepala Daerah serta
kebijakan atau keputusan Kepala Daerah.

4. Pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum serta penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah
dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negri Sipil, atau
aparatur lainnya,

5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas
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Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

. Sub Bagian Tata Usaha

1

Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran
serta pengel olahan data dalam rangka pemyususanan statistik dan pelaporan.
Merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksanaa,
Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian,
keuangan dan perlengkapan,

Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat-
menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas.

Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan
lainnya serta penyusunan pertanggung jawaban keuangan.

Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkal a K epala Satuan.
M el aksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum.
Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan
dilingkungan Satuan Polisi PamongPragja.

Mewakili Kepala Satuan apabila yangbersangkutan berhalangan atau tidak

dapat hadir.

10. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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c. Seks Penyidik Pegawai Negri Sipil

1

Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran
serta pengelolaan dan dalam rangka melakukan penyidikan pelanggaran
Perda dan Peraturan Walikota,

Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang penyidikan,
Merumuskan dan melaksanakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan
penyidikan.

Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar
bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Memfasilitasi dan asistens tugas Seksi PPNS dengan cara konsultas,
kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.

M el aksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya masing-masing.

d. Seks Operasional

1

Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran
serta pengelolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggraaan
ketentraman dan ketertiban umum di daerah.

Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasiona ketentraman dan
ketertiban umum.

Menyusun rencana program dan petunjuk teknik dibidang pengendalian

operasional.
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Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, Satuan
KerjaPrangkat Daerah atau Lembaga terkait yang lainnya.

Merumuskan dan melaksanakan pengawalan.

Membagi tugas kepada bawahan dengan caradisposisi atau secara lisan agar
bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi
Operasiona berdasarkan informasi , data, laporan yang diterima untuk
bahan penyempurnaan |ebih lanjut.

Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi,
kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas

dan juga fungsinya masing-masing.

. Seksi Pembinaan Pengembangan K apasitas

1

Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan kebutuhan
dari personil Satuan Polisi Pamong Praja , pendidikan dan latuhan dalam
rangka pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan
dan peraatan kerja.

Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk
pel aksanaan pembinaan pengembangan kapasitas.

Memfasilitass dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan bidang
ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan

Keputusan Walikota.
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4. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi dan secara lisan agar
bawahan mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing.

5. Melaksanakan monitoring dan mengevaluasi tugas berdasarkan informasi
dan laporan yang diterima untuk bahan pel engkap.

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

fungs dan tugasnya masing-masing.
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagai mana pelaksanaan pengawasan Satuan Polis Pamong
Praja( SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Studi kasus Trotoar di Jalan H.R Subrantas Kota

Pekanbaru) , maka akan dijel askan berdasarkan uraian hasil berikut ini :

I dentitas Responden

Identitas responden diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas antara
data dengan responden dan analisa yang dilakukan. Identitas responden juga
dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian, untuk memperoleh data-data
yang diperlukan dalam penelitian maka dari itu penulis melakukan wawancara
Kepala Teknik Sarana dan Prasarana Jalan dengan jumlah responden 1 orang.
Kepaa Bidang Operas dan Ketertiban Masyarakat dengan responden 1 orang.
Anggota Satpol PP dengan responden 30 orang. Pedagang kaki lima (PKL)
dengan responden 50 orang. Dengan demikian untuk memperoleh data yang akan
di analisa sebaga bagan informasi maka perlu mencari data yang akurat dari
responden. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui penyebaran
kuisioner dan wawancara sehingga memperoleh identitas responden berdasarkan

jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan jenis pekerjaan responden.
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1. ldentitas Responden Berdasarkan JenisKelamin

Jenis kelamin sangat mempengaruhi keaktifan seseorang dalam mel aksanakan
tugas, identitas jenis kelamin dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:
Tabel V.1: Klasifikas Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam M elaksanakan
Pengawasan Trotoar di Jalan H.R Subrantas K ota Pekanbar u.

No Klasifikasi Responden Frekuens Presentase
1 L aki-laki 21 70%
2 Prempuan 9 30%
Jumlah 30 100%

Sumber: data olahan Hasil Penelitian di Lapangan, 2019.
Dari tabel diatas V.1 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar Satpol PP

yang melakukan pengawasan di Jalan H.R Subrantas yakni berjenis kelamin laki-
laki berjumlah 21 orang dengan persentase (70%). Dan jenis kelamin perempuan

berjumlah 9 orang dengan persentase (30%).

Tabel V.2 Klasfikas Responden Menurut Jenis Kelamin Pedagang Kaki
Lima (PKL) Di Jalan H.R Subrantas K ota Pekanbar u.

No Klasifikas Responsen Frekuens Presentas
1 Laki-Laki 27 54%
2 Perempuan 23 46%
Jumlah 50 100%

Sumber: Data olahan Hasil Penelitian di Lapangan, 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat yang
berjualan diatas pendestrian dijalan H.R Subrantas yaitu laki-laki berjumlah 27
orang dengan persentase (54%). Dan perempuan sebanyak 23 orang dengan

persentase (46%).
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2. ldentitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir.
Pendidikan adalah salah satu dari faktor yang mempengaruhi jawaban yang
diberikan oleh responden. Semakin tinggi pendidikan dari responden maka
semakin baik pula jawaban serta kejelasan dari jawaban yang diberikan terhadap
rangkaian pertanyaan yang disajikan oleh pendliti dalam kuisioner penelitian yang
telah dilakukan. Maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan para responden
yang masuk kedalam ruang lingkup penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut
ini:
Tabel V.3: Klasfikas Responden Berdasarkan Latar Belakang Jenjang

Pendidikan Terakhir Satuan Pamong Praja Yang M elaksanakan
Pengawasan Trotoar Di Jalan H.R Subrantas K ota Pekanbaru

No Klasifikasi Responden Jumlah Presentase
1 SD/Sederajat - -

2 SMP/Sedergjat - -

3 SMA/Sedergjat 15 50%

4 Diploma (D3) 4 13,3%

5 Stratal (S1) 9 30%

6 Strata2 (S2) 2 6,7%

Jumlah 30 100%

Sumber: data olahan Hasil Penelitian di Lapangan, 2019.

Dari tabel V.3 diatas dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan terakhir Satuan
Pamong Prga (SATPOL PP) dalam melaksanakan pengawasan di Jadan H.R
Subrantas yaitu, SMA sebanyak 15 orang dengan presentase (50%), Diploma (D3)
sebanyak 4 orang dengan presentase (13,3%), Strata 1 (S1) sebanyak 9 orang
dengan presentase (30%) dan Strata 2 (S2) sebanyak 2 orang dengan presentase
(6,7%). Data diatas menujukkan bahwa jenjang pendidikan terakhir anggota
Satuan Pamong Praja (SATPOL PP) yang melakssanakan pengawasan di Jalan

H.R Subrantas terbanyak adal ah jenjang pendidikan SMA/Sedergjat.
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Dari uraian diatas, dapat dismpulkan bahwa kemampuan responden dalam
berpikir dapat dikatakan mampu, sehingga tingkat kemampuan responden dalam

memahami peraturan dikatakan “Terlaksana”.

Tabel V.4: Klasfikas Responden Berdasarkan Latar Belakang Jenjang
Pendidikan Terakhir Pedagang Kali Lima (PKL) Di Jalan H.R

Subrantas Kota Pekanbaru.
No Klasifikasi Responden Jumlah Presentase
1 | SD/Sederajat 6 12%
2 | SMP/Sedergjat 14 28%
3 | SMA/Sedergjat 19 38%
4 | Diploma(D3) 4 8%
5 | Strata1(S1) [ 14%
6 | Strata2(S2) - -
Jumlah 50 100%

Sumber: data olahan Hasil Penelitian di Lapangan, 2019.

Dari tabel V.4 diatas dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan terakhir pedagang
kaki lima di Jalan H.R Subrantas yaitu, SD sebanyak 6 orang dengan presentase
(12%), SMP/Sedergjat sebanyak 14 orang dengan presentase (28%), SMA
sebanyak 19 orang dengan presentase (38%), Diploma (D3) sebanyak 4 orang
dengan presentase (8%), Strata 1 (S1) sebanyak 7 orang dengan presentase (14%).
Data diatas menujukkan bahwa jenjang pendidikan terakhir masyarakat yang

berdagang diatas trotoar terbanyak adalah jenjang pendidikan SMA/Sedergjat.

Dari uraian diatas, dapat dismpulkan bahwa kemampuan responden dalam
berpikir dapat dikatakan cukup mampu, sehingga tingkat kemampuan responden

dalam memahami peraturan dikatakan “Cukup Terlaksana”.
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3. ldentitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia.

Data identitas responden berdasarkan latar belakang usia akan secara lebih

jelas dilihat padatabel berikut:

Tabel V.5: Klasifikas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia Satuan
Pamong Praja (SATPOL PP) Yang Melaksanakan Pengawasan
Di Jalan H.R Subrantas K ota Pekanbar u.

No Klasifikasi Responden Jumlah Presentase
1 |20-30 15 50%
2 | 3140 12 40%
3 |41-50 3 10%
4 | 51-60 - -
Jumlah 30 100%

Sumber: data olahan Hasil Penelitian di Lapangan, 2019

Dari tabel V.5 diatas dapat diketahui bahwa kategori usia anggota Satpol PP
yang melakukan pengawasan terhadap trotoar Jalan H.R Subrantas Kota
Pekanbaru terbanyak pada rentan usia 20-30 tahun sebanyak 15 orang dengan
presentase (50%), usia 31-40 tahun sebanyak 12 orang dengan presentase (40%),

dam rentan usia 41-50 tahun sebanyak 3 orang dengan presentase (10%). .

Tabel V.6: Klasifikas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usa
Pedagang Kali Lima (PKL) Di Jalan H.R Subrantas Kota

Pekanbaru
No Klasifikasi Responden Jumlah Presentase
1 |20-30 23 46%
2 | 3140 17 34%
3 |41-50 5 10%
4 | 51-60 5 10%
Jumlah 50 100%

Sumber: data olahan Hasil Penelitian di Lapangan, 2019

Dari tabel V.6 diatas dapat dilihat bahwa kategori usia masyarakat yang

berdagang di trotoar Jalan H.R Subrantas paling banyak yaitu rentan usia 20-30
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sebanyak 23 orang dengan presentase (46%), usia 31-40 sebanyak 17 orang
dengan presentase (34%), usia 41-50 dan 51-60 masing-masing sebanyak 3 orang

dengan presentase keduanya (10%)

Dari tabel diatas dapat dissmpulkan bahwa pedagang dengan rata-rata rentan
usia 20-30 tahun merupakan pedagang yang paling banyak berjualan diatas trotoar

Jalan H.R Subrantas K ota Pekanbaru.

Hasil Dan Pembahasan Data Indikator Variabel Pelaksanaan Pengawasan
Satuan Poliss Pamong Praja ( SATPOL PP ) Dalam Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Studi
Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas K ota Pekanbaru )

Setelah menyebarkan kuisioner kepada masing-masing responden penelitian
yakni wawancara Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan, Kepaa
Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dan juga penyebaran kuisioner kepada
Anggota Satpol PP dan juga kepada Pedagang. Maka dari itu di dapat hasil dari
responden baik hasil olahan kuisioner dan juga wawancara, penulis akan
menej el askan secara perindikator yakni sebagai berikut :

1. Menetapkan Standar

Menetapkan standar yaitu kegiatan penetapan pengukuran standar yang dapat

digunakan sebagai patokan untuk melakukan penilaian.

Hasil dari tanggapan responden yaitu Kepala Teknik Sarana dan Prasarana
Jalan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sgjumlah 1 orang , Kepaa Bidang

Operasi dan Ketertiban Masyarakat (Satpol PP) Kota Pekanbaru sgfumlah 1 orang
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dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP ) sebanyak 30 orang dan
juga Pedagang Kaki Lima ( PKL) sebanyak 50 orang. Maka penelitian pada

penetapan standar peneliti memperoleh hasil sebagal berikut :

Tabel V.7: Tanggapan Responden Satuan Polis Pamong Praja ( SATPOL
PP) jika di lihat dari indikator menetapan standar.

. Kategori penilaian
Sub Indikator
No e Cukup Kurang | Jumlah
(Item Penilaian) Terlaksana ver |17 00 L sdh o
1 2 3 4 5 6
1. | Kualitas proses
pengawasan di
lapangan apakah 29 1 0 30
sudah sesuai dengan (96,7%) (3,3%) (0%) (100%)
standar yang telah
ditetapkan.
2. | Komunikasi yang
dilakukan dalam 28 2 0 30
tindak pengawasan (93,3%) (6,7%) (0%) (100%)
trotoar oleh satpol pp
3. | Waktu pelaksanaan ' 3 0 30
pengawasaan trotoar (90%) (10%) (0%) (100%)
Jumlah 34 6 0 90
Rata- rata 28 2 0 30
Presentase 93% 7% 0% 100%

Sumber data : olahan peneliti,2019

Dari tabel V.7 diatas tersebut dapat diketahui hasil dari responden Satuan
Polisi Pamong Prgja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru menurut indikator menetapan
standar dengan 3 (tiga) item yang dinila yaitu kualitas proses pengawasan
dilapangan apakah sudah sesuai dengan standar yang telah di tetapkan. Maka
diperoleh tanggapan sebagai responden yang menanggapi kategori Terlaksana ada
28 dengan persentase (93%), yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 2 orang
dengan persentase (7%) dan yang menjawab Kurang Terlaksana tidak ada dengan

persentase (0%).
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Selanjutnya untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden
pedagang kaki lima (PKL) yang ikut menjawab kuisioner yang dibagikan oleh
penulis mengenai pelaksanaan pengawasan yang berlaku sesuai peraturan yang
telah di tetapkan tersebut dengan jumlah responden 50 orang terkait dengan

indikator penetapan standar, untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel V.8

dibawahini :
Tabel V.8: Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima (PKL) dilihat dari
Indikator Menetapan Standar.
. Kategori penilaian
Sub Indikator
No (Item Penilaian) | Terlaksana Cukup Kurang | Jumlah
terlaksana | terlaksana
1 2 3 4 5 6
1 Kualitas proses
pengawasan di
'Si%";rr‘]g& agakah 22 23 5 50
dengan standar (44%) (46%) (10%) (100%)
yang telah
ditetapkan.
2. Komunikasi yang
dilakukan dalam
: 25 16 9 50
i'rggf‘:r %?;ﬁgﬁ” (50%) (32%) (18%) | (100%)
PP
3 Weﬁkg‘Npe' SKsanaCHy 13 14 23 50
fmtgar asaan (26%) (28%) (46%) | (100%)
Jumlah 60 53 37 150
Rata- rata 20 18 12 50
Presentase 40% 36% 24% 100%

Sumber data : olahan peneliti, 2019

Dari tabel V.8 diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 50 responden
pedagang kaki lima (PKL) mengenai indikator menetapan standar terhadap tiga

item pertanyaan yang dinilai. Jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing
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kategori penilaian yang terdiri dari Terlaksana dengan rata-rata 20 dengan
persentase 40%, yang menjawab Cukup Terlaksana dengan rata-rata 18 dengan
persentase 36% dan yang menjawab Kurang Terlaksana dengan rata-rata 12

dengan persentase 24%.

Sementara menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Operasi
dan Ketertiban Masyarakat dikantor Satpol PP bersama Bapak Rudy Afrianda,SH

Padatanggal 11 Oktober 2019, Beliau mengatakan bahwa:

“penetapan standar pengawasan sudah dilaksanakan berdasarkan SOP dimuka
umum, tetapi sosialisasi yang diadakan dilokasi pedagang kaki lima yang
berjualan diatas trotoar dan pedagang yang melanggar peraturan masih belum
dilaksanakan secara rutin. Dan standar pelaksanaan yang dilakukan oleh
anggota satpol pp kepada menertiban trotoar masih banyak yang terkait oleh
beberapa faktor yang mempengaruhi proses penertiban dilapangan terutama di
lokas penelitian dijalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru, dan penertiban juga
masih belum berlangsung secara rutin karna pihak satpol pp mengadakan razia
apabila adanya laporan dari masyarakat yang menelfon dan merasa terganggu
dengan keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar yang dapat
menyebabkan kemacetan panjang di jalan. Seperti pada tanggal 5oktober 2019
pihak kampus Universitas Riau menghubungi kantor satpol pp untuk
menertibakan pedagang kaki lima yang berjualan di depan kampus Universitas
Riau karena menyebabkan kemacetan dan mengganggu ketertiban lalu lintas.
Dengan masuknya laporan tersebut maka pihak satpol pp kota pekanbaru
langsung kelokasi untuk menertib kan pedagang kaki lima, ““Kata beliau”.

Sementara untuk hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pekanbaru Seksi Sarana dan Prasarana Jalan bersama Bapak Azwar,ST pada

tanggal 9 oktober 2019 dikantor Dinas Perhubungan beliau mengatakan :

“pelaksanaan program pengawasan trotoar yang dilaksanakan Dinas
Perhubungan selalu dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan, karena setiap
program yang dibuat untuk di sosialisasikan kepada masyarakat yang berdagang
yang menyalagunakan trotoar, bukan hanya informasi tetapi kami juga
melakukan komunikasi langsung kelokas penertiban trotoar. Akan tetapi
penyalahgunaan trotoar masih tetap berlangsung terus-menerus dikarenakan
masih banyak nya pedagang yang tidak paham peraturan dan tidak bisa diajak
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kerjasama dalam keberlangsungan peraturan yang ada untuk ketertiban lalu
lintas dan jalan™.

Sementara hasil dari Observasi pendlitian penulis mengena indikator
Menetapkan Standar bahwa tidak adanya jadwal pemeliharaan rutin yang
dilakukan oleh pihak satpol pp dalam fungsi trotoar dan penertiban pedagang kaki
lima di jalan Subrantas panam kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dan
observas penulis kelapangan Kepada Kepala Satpol PP Bidang Operasi dan
ketertiban Masyarakat beserta Kepala Dinas Perhubungan Seksi Teknik Sarana
dan Prasarana Jalan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Satuan
Polisi Pamong Prgia Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan ( Studi kasusu Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota
Pekanbaru) terkhusus untuk indikator Penetapan Standar masih termasuk kedalam
kategori “Cukup Terlaksana” karena masih banyak nya pedagang yang melanggar
peraturan tentang fungs trotoar tersebut dan masih banyaknya pedagang yang
belum memahami mengenai sanksi bagi penyalahgunaan trotoar dan peraturan
ini. Hal ini terjadi karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan mengenai

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan hasil dari kuisioner responden satuan polisi pamong praja dan
pedagang kaki lima serta hasil dari wawancara dengan Kepala Bidang Operasi dan
Ketertiban Masyarakat beserta Kepala Dinas Perhubungan Seksi Teknik Sarana
dan Prasarana Jalan dan dari observas penulis maka dapat disimpulkan
Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polis Pamong Prgja Dalam Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus
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Trotoar di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) terkait indikator menetapkan

standar berada pada kategori “Cukup Terlaksana”.

2. Meédakukan Penilaian

Melakukan penilaian maksud nya adalah membandingkan hasil pekerjaan

bawahan dengan alat ukur yang sudah di tentukan.

Hasi| tanggapan responden yaitu sebanyak 1 orang Kepala Teknik Sarana dan
Prasarana Jalan, dan 1 orang Kepala Bidang Operasional dan Ketertiban
Masyarakat dan 30 orang Anggota Satpol PP serta 50 orang jumlah Pedagang

Kaki Lima (PKL).

Selanjutnya untuk mengetahui hasil jawaban dan tanggapan dari Satuan Polisi
Pamong Praa (SATPOL PP) Kota Pekanbaru yang berjumlah 30 orang responden
terhadap indikator Tindak Penilaian yang terdiri dari 2 item yang dinila dari
laporan teekait hasil pelaksanaan pengawasan dan melakukan langsung tindakan
razia langsung kelapangan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel V.9
dibawahini :

Tabel V.9 : Tanggapan Responden Anggota Satuan Polis Pamong Praja
(SATPOL PP) Dari Indikator Melakukan Penilaian.

: Kategori penilaian
Sub Indikator
No - Cukup Kurang | Jumlah
(Item Penilaian) Terlaksana terlaksana | terlaksana
1 2 3 4 5 6
1. |L terkait hasil
pgpaignnazrna' = 26 3 1 30
pengawasan. (87%) (10%) (3%) (100%)
2.
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1 2 3 4 6
2. | Langsung
Lnee: (f;\tl;gatr;gtggrakan (13&/) (08/) (09/) (13&/)
yang akan di razia. ° ° ° °
Jumlah 56 3 1 60
Rata- rata 28 1.5 0,5 30
Presentase 93% 5% 2% 100%

Sumber data : olahan peneliti, 2019
Dari tabel V.9 diatas dapat diketahui bahwa pendapat 30 responden anggota

satpol pp untuk indikator Penilaian terhadap dua item yang dinilai yaitu laporan
terkait hasil pelaksanaan pengawasan dan langsung mengadakan tindakan ke
lokasi yang akan di razia. Jumlah masing-masing dari kategori penilaian terdapat
28 rata-rata dengan presentase (93%) mengatakan kategori Terlaksana dan rata-
rata 1,5 dengan presentase (5%) mengatakan kategori Cukup Terlaksana dan rata-

rata 0,5 dengan presentase (2%).

Berdasarkan data diatas tanggapan atas jawaban responden disimpulkan
bahwa Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polis Pamong Pragja Dalam Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Studi
Kasus Trotoar Jaan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) untuk indikator penilaian
dikategorikan “Terlaksana” dengan presentase 93% ini dibuktikan dari hasil

penyebaran kuisioner kepada Anggota Satpol PP.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden
pedagang kaki lima (PKL) yang ikut menjawab kuisioner yang dibagikan oleh

penulis mengena pelaksanaan pengawasan yang berlaku sesual peraturan yang
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telah di tetapkan tersebut dengan jumlah responden 20 orang terkait dengan

indikator penilaian, untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel V.10 dibawah ini:

Tabel V.10 : Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima (PKL) dilihat dari
Indikator Melakukan Penilaian.

) Kategori penilaian
Sub Indikator
No g Cukup Kurang | Jumlah
(Item Penilaian) | Terlaksana terlaksana | tefak&Sha
1 2 £) 4 5 6
1. Ir;gpaokgnn ;Zrnkalt hasi| 24 16 10 50
(48%) (32%) (20%) (100%)
pengawasan .
2. | Langsung
melakukan tindakan 38 7 5 50
ke lokas trotoar (76%) (14%) (10%) (100%)
yang akan di razia.
Jumlah 62 23 15 100
Rata- rata 81 12 7 50
Presentase 62% 24% 14% 100%

Sumber data : olahan peneliti, 2019
Dari tabel V.10 diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 50 responden

pedagang kaki lima (PKL) mengenai indikator melakukan Penilaian terhadap dua
item pertanyaan yang dinilai. Jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing
kategori penilaian yang terdiri dari rata-rata 31 dengan persentase 62% yang
menjawab Terlaksana, dan rata-rata 12 dengan persentase 24% yang menjawab
Cukup Terlaksana kemudian rata-rata 7 dengan persentase 14% yang menjawab
Kurang Terlaksana dilihat dari hasil penyebaran kuisioner kepada pedagang kaki

lima (pkl).

Berdasarkan data tanggapan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagal responden
dissmpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Prgja Dalam

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (



99

Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) untuk indikator Tindak
Penilaian dikategorikan “Terlaksana” dengan persentase (75%), ini dibuktikan
melalui hasil kuisioner para pedagang kaki lima (PKL) dijalan H.R Subrantas

K ota Pekanbaru.

Sementara menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Operasi
dan Ketertiban Masyarakat dikantor Satpol PP bersama Bapak Rudy Afrianda,SH
Pada tanggal 11 Oktober 2019 mengena indikator melakukan penilaian, Beliau

mengatakan bahwa:

“sangat perlu dilakukannya penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan yang
dilakukan oleh satuan poliss pamong praja di lokas penertiban jalan H.R
Subrantas karena untuk proses dimuka umum pengawasan sudah berlangsung
tetapi dibalik layar masih sangat banyak yang melakukan kesalahan dalam
pelaksanaan tugas. Dalam penertiban langsung dilapangan pihak satpol pp juga
melakukan tahap tahap dalam melakukan penertiban dilapangan, mulai dari
peringatan sampai tindakan tegas, akan tetgpi masih sangat banayk sekali
pedagang yang terus mengulang ulang kesalahannya dalam penyalahgunaan
trotoar™.

Sementara untuk hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pekanbaru Seksi Sarana dan Prasarana Jalan bersama Bapak Azwar,ST pada

tanggal 9 oktober 2019 dikantor Dinas Perhubungan beliau mengatakan :

“pihak dinas perhubungan kota pekanbaru Teknik Sarana dan Prasarana sudah
berupaya menjalankan tugas dengan baik salah satunya dari fasilitas yang
disediakan merupakan turunan dari pemerintah pusat, dalam pembuatan fasilitas
yang layak dan tersedia yang dapat dinikmati dan dipergunakan oleh masyarakat
yang berdagang, sehingga mempermudah aktifitas pedagang dengan
disediakannya fasilitas umum yang dapat diterima oleh masyarakat™.

Sementara hasil dari Observasi pendlitian penulis mengena indikator
melakukan penilaian mengena fasilitas dan kegunaan trotoar masih belum

berlangsung dengan baik dan semestinya sehingga indikator melakukan penilaian
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termasuk dalam katagori “Cukup Terlaksana” karena masih kurangnya penjagaan

yang baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan hasil dari kuisioner responden satuan polisi pamong praja dan
pedagang kaki lima serta hasil dari wawancara dengan Kepala Bidang Operasi dan
Ketertiban Masyarakat beserta Kepala Dinas Perhubungan Seksi Teknik Sarana
dan Prasarana Jaan dan dari observas penulis maka dapat disimpulkan
Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polis Pamong Prga Dalam Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus
Trotoar di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) terkait indikator melakukan
penilaian dikategorikan “Cukup Terlaksana” dikarenakan masih banyak
penyalahgunaan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima
terhadap fasilitas umum yaitu trotoar dijalan H.R Subrantas dan kurangnya

pengawasan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja terhadap trotoar.

3. Mengadakan Tindak Perbaikan

Mengadakan tindak perbaikan maksudnya adalah fase korektif atau dapat
dikatakan dimana pada fase sebelumnya dipastikan telah terjadi penyimpangan.

Hasil tanggapan responden yaitu sebanyak 1 orang Kepala Teknik Sarana dan
Prasarana Jalan, dan 1 orang Kepala Bidang Operasional dan Ketertiban
Masyarakat dan 30 orang Anggota Satpol PP serta 50 orang jumlah Pedagang
Kaki Lima (PKL).

Selanjutnya untuk mengetahui hasil jawaban dan tanggapan dari Satuan Polisi
Pamong Prgja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru yang berjumlah 30 orang responden

terhadap indikator Mengadakan Tindak Penilaian yang terdiri dari 2 item
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Kuantitas jumlah personil satpol pp yang bertugas dalam pelaksanaan pengawasan
dan Mengadakan perbaikan terhadap hambatan yang terjadi dari tabel V.11
dibawahini :

Tabel V.11 : Tanggapan Responden Anggota Satuan Poliss Pamong Praja
(SATPOL PP) Dari Indikator M engadakan Tindak Perbaikan.

Kategori penilaian
Sub Indikator
NO | (item Penilaian) | Terlaksana | . SUKUP Kurang | Jumiah
terlaksana | terlaksana
1. | Kuantitasjumlah
personil satpol pp 1 . £ 0
;yazlne?kg;gnas daam | (ame (0%) (53%) | (100%)
pengawasan.
2. Mengadakan o5 : X 0
Egﬁgaﬁg :gr?gd ol | (83%) (10%) (7%) | (100%)
Jumlah 39 <] 18 60
Rata- rata 19 o) 9 30
Presentase 63% 7% 30% 100%

Sumber data : olahan peneliti, 2019

Dari tabel V.11 diatas dapat diketahui bahwa pendapat 30 responden anggota
satpol pp untuk indikator Perbaikan terhadap dua item yang dinila yaitu kuantitas
jumlah personil satpol pp yang bertugas daam pelaksanaan pengawasan dan
mengadakan perbaikan terhadap hambatan yang terjadi. Jumlah masing-masing
dari kategori penilaian terdapat rata-rata 19 dengan presentase (63%) mengatakan
Terlaksana dan rata-rata 2 dengan presentase (7%) mengatakan Cukup Terlaksana

dan rata-rata 9 dengan presentase (30%) mengatakan Kurang Terlaksana.

Berdasarkan data tanggapan dari Satuan Poliss Pamong Praja sebagai

responden disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong
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Prgja Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan ( Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas K ota Pekanbaru) untuk
indikator penilaian dikategorikan “Terlaksana” dengan presentase 63% ini

dibuktikan dari hasil penyebaran kuisioner kepada Anggota Satpol PP.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden
pedagang kaki lima (PKL) yang ikut menjawab kuisioner yang dibagikan oleh
penulis mengenai pelaksanaan pengawasan yang berlaku sesuai peraturan yang
telah di tetapkan tersebut dengan jumlah responden 50 orang terkait dengan
indikator perbaikan, untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel V.12 dibawah
ini:

Tabel V.12 : Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima (PKL) Dari
Indikator Mengadakan Tindak Perbaikan.

i Kategori penilaian
Sub Indikator
No o Cuku Kurang | Jumlah
(Item Penilaian) | Terlaksana terlaksa?na terlaksana
1 2 3 4 5 6
1. | Kuantitasjumlah
perg berto S T 14 150
nel aksanaan (50%) (28%) (22%) (100%)
pengawasan.
2. | Mengadakan
perbaikan terhadap 13 19 18 50
hambatan yang (26%) (38%) (36%) (100%)
terjadi.
Jumlah 38 33 29 100
Rata- rata 19 17 14 50
Presentase 38% 34% 28% 100%

Sumber data : olahan peneliti, 2019
Dari tabel V.12 diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 50 responden

pedagang kaki lima (PKL) mengenai indikator Mengadakan Tindak Perbaikan
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terhadap duaitem pertanyaan yang dinilai. Jumlah nilai keseluruhan dari masing-
masing kategori penilaian yang terdiri dari rata-rata 19 dengan persentase 38%
menjawab Terlaksana, rata-rata 17 dengan persentase 34% menjawab Cukup
Terlaksana dan ratarata 14 dengan persentase 28% yang menjawab Tidak
Terlaksana. Hasil berdasarkan penyebaran kuisioner kepada Pedagang Kaki Lima

(PKL).

Sesual data diatas, atas jawaban Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai
responden dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi
Pamong Prga Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru)
untuk indikator Tindak Perbaikan dikategorikan “Terlaksana” dengan persentase
(38%), ini dibuktikan melalui hasil kuisioner para pedagang kaki lima (PKL)

dijalan H.R Subrantas K ota Pekanbaru.

Sementara menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Operasi
dan Ketertiban Masyarakat dikantor Satpol PP bersama Bapak Rudy Afrianda,SH
Pada tanggal 11 Oktober 2019 mengenal indikator melakukan penilaian, Beliau

mengatakan bahwa:

Dan jumlah satpol pp yang kurang membuat proses pelaksanaan pengawasan
terhadap pedagang yang berjualan diatas trotoar dan melanggar peraturan yang
ada menjadi tidak berjalan baik karena jumlah satpol pp saat ini untuk
menertibkan kota pekanbaru hanya 370 orang sementara jumlah yang dibutuhkan
seharusnya paling sedikit adalah sebanyak 500 orang anggota satpol pp untuk
mengamankan kota pekanbaru agar sesuai pembagiannya dimasing-masing
lokasi yang harus ditertibkan, hal inilah yang membuat penertiban dalam
pelaksanaan pengawasan tidak berjalan secara rutin, tidak hanya jumliah satpol
pp yang menjadi penghambat tetapi kurangnya anggaran juga mempengaruhi
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dan pihak satpol pp sangat menyayangkan kurangnya alat transportasi seperti
mobil patroli, sehingga penertiban hanya berlangsung sementara saja.

Sementara untuk hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pekanbaru Seksi Sarana dan Prasarana Jalan bersama Bapak Azwar,ST pada

tanggal 9 oktober 2019 dikantor Dinas Perhubungan beliau mengatakan:

“faktor penghambat dalam program pelaksanaan pengawasan masih belum
maksimal, karena pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 terutama
tentang kewajiban bagi pealan kaki yang harus berjalan diatas trotoar, dan
kurangnya kesadaran dari pedagang yang melanggar peraturan tersebut,
sehingga masyarakat kurang mengetahui trotoar yang ada di jalan H.R Subrantas
adalah untuk pejalan kaki atau untuk hak pejalan kaki yang melintasinya”.

Sementara hasil dari Observasi penelitian penulis mengenal indikator
melakukan penilaian mengenai fasilitas dan kegunaan trotoar masih belum
berlangsung dengan baik dan semestinya sehingga indikator melakukan tindak
perbaikan termasuk dalam katagori “Cukup Terlaksana” karena penulis melihat
masih sangat banyak faktor penghambat yang terjadi pada saat melakukan
pel aksaan pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar.
Baik dari segi kurangnya personil satpol pp yang melakukan penertiban di lokasi
serta tidak rutinnya berlangsung penertiban terhadap pedagang kaki lima yang

melanggar peraturan.

Berdasarkan hasil dari kuisioner responden satuan polis pamong prgja dan
pedagang kaki lima serta hasil dari wawancara dengan Kepala Bidang Operasi dan
Ketertiban Masyarakat beserta Kepala Dinas Perhubungan Seksi Teknik Sarana
dan Prasarana Jadan dan dari observas penulis maka dapat disimpulkan
Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Prgja Dalam Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus
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Trotoar di Jaan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) terkait indikator melakukan
tindak perbaikan termasuk dalam kategori “Cukup Terlaksana” karena
Peraturan Daerah mengenai penyal ahgunaan trotoar masih kurang dipahami oleh
banyaknya pedagang yang berjualan di jalan H.R Subrantas panam Kota
Pekanbaru dan tingkat kesadaran masyarakat yang melanggar masih sangat
kurang, juga karena kurangnya sosidlisasi yang dilakukan terhadap Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2009.

Tabel V.13 : Rekapitulass Tanggapan Responden Satuan Poliss Pamong
Praja (SATPOL PP) Mengenai Pelaksanaan Pengawasan
Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas

Kota Pekanbaru)
Kategori penilaian
No Indikator Cukup Kurang | Jumlah
i terlaksana | terlaksana

1 2 3 4 5 6

1 M enetapkan 28 2 0 30
standar (93%) (7%) (0%) (100%)

2. Melakukan 28 15 0,5 30
penilaian (93%) (5%) (2%) (100%)

3. Mengadakan 19 2 9 30
tindak perbaikan (63%) (7%) (30%) (100%)

Jumlah 9 AT 9,5 90

Rata- rata 25 2 3 30

Presentase 83% 7% 10% 100%

Sumber data: olahan penulis 2019.
Berdasarkan tabel V.13 tentang rekapitulasi diatas dapat diketahui tanggapan

responden Satuan Pamong Prga (SATPOL PP) mengena Pelaksanaan
Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam Peraturan Daerah
Nomor 2 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus

Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) diketahui rata-rata sebanyak 25
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dengan presentase 83% mengatakan kategori Terlaksana, artinya sudah terlaksana
dengan baik, selanjutnya dengan rata rata 2 dengan presentase 7% dalam kategori
Kurang Terlaksana , sedangkan dari rata-rata 3 dengan presentase 10% dalam

kategori Kurang Terlaksana.

Dari hal tersebut diatas dadam di simpulkan bahwa untuk Rekapitulas
Responden Satuan Polisi Pamong Prga (SATPOL PP) mengenal Pelaksanaan
Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP ) Dalam Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lau Lintas dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus
Trotoar, di Jalan H.r Subrantas Kota Pekanbaru) ini dikategorikan “Terlaksana”
dengan rata-rata 25 dan presentase (83%) artinya Pelaksanaan Pengawasan
Satuan Polisi Pamong Pragja ( SATPOL PP ) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus Trotoar, di
Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) sudah terlaksana dengan baik tetapi belum

maksimal.

Tabel V.14: Rekapitulasi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima (PKL)
Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polis Pamong Praja
(SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar
Jalan H.R Subrantas K ota Pekanbaru)

Kategori penilaian
No Indikator Terlaksana Cukup Kurang | Jumlah
terlaksana | terlaksana
1 2 3 4 5 6
1 Penetapan 20 18 12 50
Standar (40%) (36%) (24%) (100%)
2.
1 2 3 4 5 6
2. Penilaian 31 12 7 50
(62%) (24%) (14%) (100%)
3. Perbaikan 19 17 14 50
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\ (38%) (34%) (28%) (100%)

Jumlah 70 47 33 150
Rata- rata 23 16 11 50
Presentase 46% 32% 22% 100%

Sumber data: olahan penulis 2019.
Dari tabel V.14 diatas tentang rekapitulas seluruh indikator dapat diketahui

tanggapan responden pedagang kaki lima mengenal Pelaksanaan Pengawasaan
Satuan Poliss Pamong Prgja (SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan
H.R Subrantas Kota Pekanbaru). Diketahui bahwa rata-rata 23 dengan presentase
46% mengatakan Terlaksana dan rata-rata 16 dengan presentase 32% mengatakan
Cukup Terlaksana, sedangkan rata-rata 11 dengan presentase 22% mengatakan
Kurang Terlaksana.

Dari hal tersebut simpulkan bahwa untuk Rekapitulasi Responden Pedagang
Kaki Lima (PKL) mengenai Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polist Pamong Praja
( SATPOL PP ) Daam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus Trotoar, di Jalan H.R Subrantas Kota
Pekanbaru) dikategorikan “Cukup Terlaksana” dengan ratarata 23 dan
presentase (46%), yang artinya pelaksanaan pengawasan sudah dilakukan tetapi
masih belum maksimal sesuai dengan skala pengukuran 34%-66% dalam
mengadakan Pel aksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (Studi Kasus Trotoar di Jalan H.R Subrantas K ota Pekanbaru).
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C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasaan Satuan Poliss Pamong
Praja (SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas
Kota Pekanbaru).

Dari analisa yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa
hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasaan Satuan Polisi Pamong Pragja (SATPOL
PP) Daam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru), yaitu

sebagal berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan belum maksimal terutama tentang kewajiban bagi pejalan kaki
yang harus berjalan diatas trotoar, dikarenakan kurangnya sosiadisasi dari
Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kepada pedagang kaki
lima

2. Kurangnya sanksi tegas dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
serta Dinas Perhubungan kepada yang melanggar peraturan tersebut, sehingga
para pedagang masih melakukan pelanggaran terhadap trotoar berulang-ulang.

3. Masih sangat kurangnya kesadaran bagi yang melanggar peraturan tersebut
seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), dan masyarakat yang parkir sembarangan
yang sedang melakukan jual-beli antar pedagang tersebut, dan dalam hal ini
pedagang dan masyarakat tidak antusias dalam mengikuti peraturan yang telah

dibuat.
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4. Jumlah personil dari Satuan Polis Pamong Prgja yang kurang mendukung
sgjumlah 370 personil untuk menertibkan seluruh wilayah kota pekanbaru
seharusnya dibutuhkan 500 personil, sehingga membuat tingkat pelaksanaan
pengawasaan trotoar menjadi kurang efekitif, serta kurangnya anggaran biaya
guna penyediaan aat transportas ( Mobil Patroli) untuk melakukan razia rutin

menjadi tidak terlaksana seperti seharusnya.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengena Pelaksanaan
Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R
Subrantas Kota Pekanbaru ) menghasilkan beberapa kesimpulan penelitian.

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian antaralain :

1. Untuk indikator Penetapan Standar yaitu kegiatan penetapan pengukuran
standart yang dapat digunakan sebagai patokan untuk melakukan penilaian
tanggapan responden disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Satuan
Polis Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Taun
2009 Tentang Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota
Pekanbaru) untuk indikator Penetapan Standar dikategorikan “Cukup
Terlaksana” dikarenakan pelaksanaan pengawasaan yang berlangsung masih
memiliki beberapa hambatan dan belum berjalan secara maksimal.

2. Untuk indikator Tindak Penilaian yaitu membandingkan hasil pekerjaan
bawahan dengan alat ukur yang sudah di tentukan, dissmpulkan bahwa
Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polis Pamong Prga (SATPOL PP) Dalam
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan (Studi Kasus
Trotoar Jadan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) untuk indikator Penetapan

Standar dikategorikan “Cukup Terlaksana” karena melaui hasil sub
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pertanyaan kuisioner dan wawancara masih terdapat beberapa faktor
penghambat  terjadinya pelaksanaan  pengawasan  seperti  proses
berlangsungnya razia rutin dan laporan terkait pelaksanaan pengawasaan
masih kurang maksimal dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas perhubungan
K ota Pekanbaru dalam pengamanan dan razia fasilitas Umum berupa Trotoar
dijalan H.R Subrantas K ota Pekanbaru.

. Untuk indikator Tindak Perbaikan yaitu fase korektif atau dapat dikatakan
dimana pada fase sebelumnya dipastikan telah terjadi, disimpulkan bahwa
Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam
Peraturan Daerah Nomor 2 Taun 2009 Tentang Angkutan Jalan (Studi Kasus
Trotoar Jdan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) untuk indikator Penetapan
Standar dikategorikan “Cukup Terlaksana” karena melalui hasil rekapitulas
anatara kuisioner dan wawancara masih terdapat beberapa hambatan dan
penanganan yang kurang maksimal dalam tindak perbaikan, seperti pemberian
sanksi yang memberikan efek jera masih kurang maksimal dan masih
banyaknya faktor-faktor menyimpang yang terjadi dilokasi pada saat
berlangsungnya tugas dari satpol pp di lokasi pendestrian dalam menangani
pedagang kaki lima.

. Adapun yang menjadi faktor penghambat Pelaksanaan Pengawasan Satuan
Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2009 Tentang Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota
Pekanbaru) adalah faktor internal dari pihak Satpol PP, kurangnya sosialisasi

yang dilakukan Satpol PP dan Dinas Perhubungan serta kurangnya kesadaran
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masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 yaitu tentang

lalu lintas dan trotoar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat penulis berikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pelaksaan pengawasaan oleh Satuan Polis Pamong Praa
(SATPOL PP) dalam melaksaakan tugas lebih maksimal dan menjalankan
tugas lebih efektif lagi.

2. Diharapkan sebaiknya satuan polisi pamong praja dan Dinas Perhubungan
Kota Pekanbaru lebih tegas lagi dalam memberikan sanks kepada setiap
pelanggar peraturan yang telah ditetapkan dan diharapkan dalam waktu Razia
sebaiknya lebih rutin dan maksima kepada Pedagang kaki lima dan
masyarakat yang melanggar, serta dapat memberikan denda bagi yang
melanggar,karna sanks sgja tidak cukup dalam memberikan efek jera agar
tidak terjadi berulang-ulang.

3. Diharapkan adanya kesadaran dari pedagang kaki lima yang berjualan dan
masyarakat yang parkir sembarangan dibadan-badan trotoar agar tidak
mengganggu ketertiban dan membuat resah para pengguna jalan yakni pejalan
kaki yang seharusnya memiliki hak sebagai pengguna trotoar berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 pasal 131 ayat 1 yaitu “setiap pejalan
kaki harus berjaan diatas trotoar apabila dijalan tersebut dilengkapi dengan
trotoar” .

4. Penulis mengharapkan agar penambahan anggota satpol pp dari 370 orang

bisa menjadi 500 personil sebagaimana dibutuhkan untuk mengamankan dan
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menertibkan lalu lintas dan angkutan jalan. Dan penulis juga berharap
anggaran yang dibutuhkan oleh satpol pp bisa keluar untuk digunakan sebagai
dana penambahan aat transportasi (mobil patroli) agar proses pelaksanaan

pengawasan yang ada bisa berjaan lebih teratur, efektif dan rutin.
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